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MOTTO 

ۗ ُْ ِٙ ب ثأَِٔفسُِ َِ ٰٝ ٠غ١َُِّشُٚا۟  ٍَ حَزَّ ْٛ ب ثِمَ َِ َ لََ ٠غ١َُِّشُ  َّْ ٱللََّّ  )اا (إِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

Q.S Ar-Rad ayat 11 

 

َ مَعَ الصهبرِِينَْ    ٦٤ وَاصْبرُِوْاۗ انَِّ اللّٰه

Artinya: “Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” 

Q.S Al-Anfal ayat 46 
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  f =ف r = س

B. Vokal 

    َ  a - ا

                 ََ  - = i 

  ََ - = u 

C. Diftong 

ay  =ٞا 

aw =  ٚا 

D. Syaddah ( ََ ‟ - ) 

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya اٌطت  al-thibb 

E. Kata sandang ( ... يا   ) 

Kata sandang ( ... يا   )  ditulis dengan al- ….. misalnya  ٌصئاعخا   =  .al- shina’ah. 

  Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

F. Ta, Marbuthoh ( ح) 
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ABSTRAK 

penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hubungan antara 

pajak daerah dan retreribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi sebagai variabel moderasi. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang didapat 

daerah yang dipungut atas dasar peraturan daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-

undang, agar memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai bentuk desentralisasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak 

daerah dan retribusi daerah. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

pendapatan aslidaerah, serta variabel moderating dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 

ekonomi.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif . metode analisis data 

dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan 

kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 dengan teknik pengambilan sampel 

yaitumenggunakan non probabilit sampling dan dengan teknik purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan melihat laporan realisasi anggaran 

pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dalam situs Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi dan Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda menggunakan software SPSS  23. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan 1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah; 2. Retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah; 3. Pertumbuhan ekonomi bukan variabel bukan variabel moderasi yang 

mampu mempengaruhi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah; 4. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan variabel moderasi yang mampu memperkuat hubungan retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah.  

Kata Kunci: Pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze and identify the relationship between regional taxes and 

regional levies on local original income with economic growth as a moderating variable. 

Original regional income is income obtained by the region which is collected on the basis of 

regional regulations which have been adapted to the law, in order to give local governments 

flexibility to fund the implementation of regional autonomy as a form of decentralization. The 

independent variables in this research are local taxes and regional levies. Meanwhile, the 

dependent variable in this research is local income, and the moderating variable in this research 

is economic growth. 

The research method used is quantitative research. data analysis method using 

secondary data. The population of this research is the financial reports of districts/cities in the 

province of Central Java for 2020-2022 using a sampling technique, namely using non-

probabilistic sampling and using a purposive sampling technique. The data collection technique 

uses documentation by looking at district/city government budget realization reports in Central 

Java province on the websites of the Information and Documentation Management Officer and 

the Central Statistics Agency. The analytical method used is multiple linear regression analysis 

using SPSS 23 software. 

The results of this research show 1. Regional taxes have a positive and significant effect 

on local original income; 2. Regional levies have a negative and significant effect on regional 

original income; 3. Economic growth is not a variable that is not a variable that can influence 

the relationship between regional taxes and regional original income; 4. Economic growth is a 

moderating variable that is able to strengthen the relationship between regional levies and 

regional original income. 

Keywords: Regional taxes, regional levies, economic growth, local original income  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dimana pembangunan ekonomi Indonesia 

masih berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi lokal. Pembangunan ini dilaksanakan 

bertahap sistematis juga saling berkelanjutan sesuai dengan pengutamaan dan kebutuhan 

sesuai daerah yang bertujuan untuk pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Setiap 

daerah menghendaki adanya kebebasan dalam mengatur daerahnya sendiri-sendiri salah 

satunya adalah pemerataan dana pembangunan1. Hal tersebut telah diatur dalam kebijakan 

baru pemerintah tentang otonomi daerah, sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 

2004 mengenai pemerintahan daerah dimana otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2
. Otonomi 

daerah adalah implementasi dari perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju 

desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat kemajuan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan layanan dan menciptakan efisiensi serta efektivitas dalam 

pengelolaan sumber daya keuangan seperti pada pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah. 

Adanya otonomi daerah sudah memberikan perubahan lingkungan baik lingkungan ekonomi, 

sosial maupun politik. 

 Perubahan tersebut membawa dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat, yang 

menjadi semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, mereka kini 

menuntut pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kepentingan mereka. Mereka juga 

menntut Pendapatan Asli Daerah yang lebih baik dan pemerintahan yang baik
3
. Perubahan 

ini menciptakan perubahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 

Pemberian kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah menjadi poin penting 

dalam memberdayakan diri, terutama dalam hal pengelolaan sumber pendanaan yang 

dimiliki. Sejak saat itu pengambilan keputusan di tingkat daerah berubah, dan memberikan 

ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Adanya 

keterlibatan aktif daerah dalam pengelolaan sumber daya dan finansialnya tidak hanya 

meningkatkan efisiensi, tetapi juga memupuk terciptanya inovasi dalam pengembangan 

daerah. Selain itu, fokus menuju good governance dan peningkatan Pendapatan asli Daerah 

                                                             
1
 Marseno Bintang and Mulyani Erly, „Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah 

Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah‟, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2.4 

(2020), 3452–67. 
2
 „Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah‟, 2004. 

3
 Anggraini, Y., & Puranta, H. (2010). Anggaran Berbasis Kinerja (1st ed.). Yogyakarta: STI Manajemen YKPN.  
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menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing, menciptakan 

lingkungan yang lebih dinamis dan inklusif bagi seluruh masyarakat. 

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah 

diberlakukan kebijakan otonom dan desentralisasi fiskal
4
. Daerah otonom sendiri yaitu suatu 

daerah yang berada dalam suatu negara yang mempunyai kekuasaan guna mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku,sedangkan desentralisasi fiskal adalah memberi keleluasaan pada pemerintah dalam 

mengatur daerahnya juga membuat kebijakan yang bisa memaksimalkan potensi-potensi 

pada daerahnya sehingga terbentuk kemandirian suatu daerah. 

Standar untuk mengukur kemandirian pemerintah daerah salah satunya adalah dari 

Pendapatan Asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama 

Pendapatan Daerah, yang diperoleh melalui optimalisasi potensi suatu wilayah sesuai dengan 

peraturan daerah dan ketentuan uandang-undang. Pendapatan ini diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

dan tuntutan dalam rangka regulasi yang telah ditetapkan. Sumber dari Pendapatan Asli 

Daerah yaitu pendapatan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan 

memberikan keleluasaan pada daerah untuk pendanaan dalam melaksankan otonomi daerah 

sebagai wujud dari asas desentralisasi.
5
 PAD yang diterima setiap daerah dapat berbeda-

beda, rendahnya PAD menjadi salah satu bukti nyata bahwa masih adanya ketergantungan 

daerah pada pemerintah pusat terhadap biaya pembangunan baik secara langsung atau tidak 

langsung.  

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari banyak kabupaten/kota, setiap daerah memiliki 

beragam sumber daya tersendiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan 

Asli Daerah di Jawa Tengah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
6
.  

Pendapatan Asli Daerah  yang dimaksimalkan, akan membuat pemerintah daerah dapat 

memiliki sumber pendapatan yang lebih besar, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

pengembangan wilayah secara keseluruhan.  

                                                             
4 Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin, „Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota‟, Jurnal Ekonomi Islam, 1 (2021), 68–82. 
5
 Kurniasari Eka, „Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 
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Pajak daerah merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan Undang-undang dengan tanpa imbalan secara 

langsung dan untuk kepentingan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat, Pajak Daerah sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan 

daerah juga untuk kepentingan umum sehingga jika penerimaan pajak terus meningkat maka 

Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak dinilai 

kurang sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam mengelola juga saat memungutnya. 

DJP juga telah menerapkan kebijakan dalam menetapkan kebijakan pajaknya, termasuk 

memberlakukan intensif pajak bagi individu yang memiliki usaha bebas. Intensif ini 

mencakup pengurangan tarif pajak sebesar 3% bagi badan usaha, mengurangi tarif pajak dari 

25% menjadi 22%. Dengan memberikan intensif kepada pelaku usaha, diharapkan mereka 

lebih sadar untuk memenuhi kwajiban pembayaran pajak
7
. Pemerintah dan DJP telah 

memberikan kebijakan supaya kepatuhan wajib pajak meningkat juga penerimaan pajak 

meningkat yang berarti juga Pendaptan Asli Daerah juga meningkat. 

Adapun retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran mengenai jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan dari pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi maupun badan
8
. Retribusi juga dinilai sangat penting dalam 

Pendapatan Asli daerah karena semakin banyak jasa atau izin tertentu yang diterima daerah 

maka Pendapatan Asli daerah juga akan meningkat. 

Adanya pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah karena memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk membuat rencana 

keuangannya sendiri.  Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah melakukan 

pembangunan sektor ekonomi melalui optimalisasi sumber daya dan membentuk kemitraan 

dengan masyarakat guna menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang berdampak pada 

perkembangan ekonomi lokal
9
. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukan 

pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam suatu daerah perekonomian dalam waktu 

tertentu, semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat output yang dihasilkan. 

Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki provinsi Jawa Tengah dinilai fluktuatif selama 

periode tahun 2018-202 pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan tabel dibawah ini: 

                                                             
7
 Irma Istiariani, Tri Widyastuti Ningsih, and Nining Sulistyowati, „Peran Relawan Pajak Dalam Upaya 

Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax 

Reporting at KPP Pratama Kudus‟, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6.2 (2022), 235–43. 
8
 Yusuf Muhammad and Galuh Ajeng Kartika, „PENGARUH Retribusi DAERAH, DAU, DAN DAK TERHADAP 

BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2021‟, Jurnal Of 

Development Economic and Social Studies, 2.3 (2023), 645–57. 
9
 Simon Patar and others, „ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI‟, Jurnal Manajemen Dan Bisnin, 

2.1 (2023), 173–91. 
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Tabel 1. 1Tabel 1.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di 

Jawa Tengah Tahun 2020-2022 

Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah Rasio PAD terhadap Pd 

2018 Rp13.711.836.037.849,00 Rp24.702.318.190.582,00 55,50% 

2019 Rp14.437.779.112.256,00 Rp25.859.729.566.394,00 55,83% 

2020 Rp13.668.282.278.855,00 Rp25.393.735.934.148,00 53,82% 

2021 Rp14.695.474.898.162,00 Rp26.633.000.085.963,00 55,17% 

2022 Rp16.264.618.853.852,00 Rp24.167.935.631.127,00 67,22% 

 

Sumber:  LRA Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023) 

Berdasarkan tabel 1.1, rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebesar 

55,50%, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 55,83%, sedangkan pada 

tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebsar 53,82%, selanjutnya pada tahun 2021 

mengalami peningkatan menjadi55,17% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali 

menjadi 67,22% . Rasio diantara PAD dengan jumlah pendapatan daerah menunjukan rasio 

ketergantungan suatu daerah. Saat jumlah rasio PAD besar terhadap jumlah pendapatan maka 

semakin rendah keterkaitan daerah pada transfer dana dari pemerintah 
10

. Rasio antara 

Pendapatan Asli Daerah dengan Pendaptan Daerah Jawa Tengah mengalami fluktuatif pada 

tahun 2018-2022, artinya pengoptimalan pemerintah setiap tahunnya masih belum maksimal. 

Salah satu unsur penting dalam APBD adalah PAD, dimana PAD mengharuskan rakyat 

(stakeholder) untuk terwujudnya kesejahteraan dengan kenaikan PAD.  
11

 Peningkatan PAD itu 

sendiri sebaiknya dapat menjangkau nilai yang telah ditargetkan, namun biasanya antara realisasi 

dengan target tidak sesuai. Tidak terpenuhinya anggaran disebabkan masih belum dimanfaatkan 

secara maksimal PAD yang ada. Hal ini merujuk pada beberapa faktor kelemahan dalam aspek 

pengelolaan. Faktor kelemahan dalam pengelolaan ini antara lain: 1) Lemahnya perencanaan dan 

penetapan target penerimaan karena ketidak akuratan data dan informasi; 2) ketidakpastian 

perpajakan dan pemungutan bea 3) Faktor pengawasan dan pengendalian belum maksimal. 

                                                             
10

 Eka. 
11

 Yusuf Hafandi, „Pengaruh Pajak Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan , Retribusi 

Daerah , Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo‟, 

Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3.2 (2020), 182–91. 
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Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah dinilai masih tertinggal dari provinsi lain seperti DKI 

Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat pada tahun 2020-2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

diagram perbandingan realisasi PAD antara Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa 

Barat seperti dibawah ini: 

Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, 

Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. 

 

Sumber: Data LRA Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan 

Provinsi Jawa Timur (diolah oleh peneliti, 2023) 

Dari tabel 1.2, dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah mempunyai 

nilai terendah daripada DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Meskipun pada tahun 2020 

Jawa Barat nilai  PAD nya lebih kecil dari Jawa Tengah pada tahun-tahun berikutnya Pendapatan 

Asli Daerah Jawa Barat Lebih tinggi dari Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah 

meningkat setiap tahunnya, tetapi peningkatan terjadi secara lambat dan nominalnya relatif kecil. 

Rendahnya Pendapatan Asli daerah di Jawa Tengah salah satunya disebabkan kurang 

maksimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.  

 Retribusi merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah, adapun penerimaan retribusi 

daerah pada provinsi Jawa Tengah memiliki nilai yang rendah dapat dilihat pada tabel seperti 

dibawah ini: 
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Tabel 1. 3 Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2020-2022 

Tahun Realisasi Retribusi Daerah Realisasi PAD Presentase 

2018 Rp104.870.144.923 Rp13.711.836.037.849,00 0,76 

2019 Rp114.861.058.851 Rp14.437.779.112.256,00 0,80 

2020 Rp93.279.121.699 Rp13.668.282.278.855,00 0,68 

2021 Rp91.634.269.205 Rp14.695.474.898.162,00 0,62 

2022 Rp115.158.014.199 Rp16.264.618.853.852,00 0,71 

 

Sumber:  LRA Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023) 

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah provinsi Jawa Tengah 

mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan namun pada tahun 

2020-2021 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2022. Selain penerimaan yang 

mengalami fluktuatif penerimaan retribusi daerah pada provinsi Jawa Tengah memiliki nilai 

kurang dari 10%. Apabila presentase retribusi daerah berada pada rentang 0-10% memiliki 

makna sangat kurang baik, karena presentase yang baik berada pada 40%-50%
12

. 

Selain penerimaan Retribusi daerah dan Pajak daerah yang menjadi keberhasilan suatu 

daerah dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah, ada juga 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh pada kenaikan 

pendapatan per individu, sehingga konsumsi dan produktivitas masyarakat cenderung meningkat. 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pemerintah akan meningkatkan 

alokasi PAD untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi 

yang lebih efektif. Pertumbuhan ekonomi diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dapat 

ditingkatkan dan pendapatan bisa didistribusikan dengan lebih adil 
13

. 

Pertumbuhan ekonomi bisa  dilihat dari peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita 

masing-masing penduduk, karena jika terjadi peningkatan PDRB dapat memperkuat dampak 

positif pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebaliknya dalam 

                                                             
12

 Agustiyana Lailatus Sholikhah, Nuwun Priyono, and Universitas Tidar, „Analisis Kontribusi Dan Efektivitas 

Komponen PAD Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara‟, Jurnal Ekonomi Akutansi Dan Manajemen, 

2.2 (2022), 279–95 <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>. 
13

 Yusmalina, Lasita, and Haqiqi Fauzan, „ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN KARIMUN PERIODE TAHUN 2016-2018‟, 1.1 (2020), 13–21. 
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kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat dampak pajak daerah dan retribusi daerah akan 

melambat juga dampaknya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Stabilnya 

pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pelayanan 

publik juga dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala
14

. Dengan begitu pertumbuhan 

ekonomi dapat menjadi variabel moderating dalam hubungan antara pengaruh pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

Menurut data kementrian PPN/Bappenas, nilai perekonomian Jawa Tengah dilihat dari 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2022 

mencapai Rp1.050 ribu triliun atau hampir Rp1,1 kuadriliun. PDRB  mencakup nilai tambah 

produk dan jasa yang dihasilkan dari semua unit usaha di daerah tertentu. PDRB harga konstan, 

yang mengacu pada harga taahun 2010, digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi tahunan. 

Dengan metode ini ekonomi Provinsi Jawa Tengah tumbuh 5,31% pada tahun 2022, hal ini 

berarti pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah belum kembali ke level sebelum pandemi (Erlina 

santika, 2023). 

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah dari tahun 2019-2022 

 

Sumber: BPRS Jawa Tengah 

Berdasarkan gambar 1.1, dapat lihat pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi covid-19 tahun 

2020 sebesar 5,41% mengalami penurunan yang sangat drastis pada triwulan ke dua tahun 2020 

menjadi -5,91 hal ini terjadi seiring dengan awal kemunculan pandemi covid-19 yang membuat 

perekonomian menjadi lemah bukan hanya di Indonesia tapi juga perekonomian naisonal dan 

global. Pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya setelah pandemi covid-19 mengalami 

peningkatan seperti pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% pada triwulan ke tiga 

tahun 2022, namun ini masih menjadi masalah karena pertumbuhan ekonomi belum pulih ke 

                                                             
14
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level sebelum covid-19. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dari 

tahun 2019-2022 ditandai dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi yang ada juga nilai 

pertumbuhan ekonomi yang belum kembali ke tahun sebelum pandemi covid-19. 

Penelitian terdahulu banyak melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Tiara Kencana (2022) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap 

Pendaptan Asli Daerah. Yusuf Hafandi (2020) juga menytakan bahwa pajak daerah berpengaruh 

positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun menurut Simon Patar (2023) menyebutkan 

bahwa pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

Faktor berikutnya adalah retribusi daerah menurut Sri Amelia dkk(2021) mengatakan bahwa 

retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapat serupa juga 

dikatakan oleh Eka Kurniasari yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli daerah. Sedangkan menurut Latiful Sirry (2020) menyatakan bahwa 

retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

Faktor berikutnya ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Steeva Tumangkeng (2018) 

mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi regional (daerah) yaitu meningkatnya 

pendapatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang 

terjadi di daerah tersebut
15

. Pada penelitian Eka kurniasari (2020) menyatakan Pertumbuhan 

ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan 

menurut Miswar, dkk (2021) menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi terhadap pajak daerah dan retribusi peneliti 

memutuskan untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel 

moderating untuk mengetahui pengaruh apakah lebih kuat atau lebih lemah. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu dengan adanya perbedaan. 

Orisinalitas pada penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel moderating yaitu pertumbuhan 

ekonomi, berbeda dengan penelitian terdahulu dimana kebanyakan meneliti dengan variabel 

dependen pajak daerah dan retibusi daerah, juga masih terdapat perbedaan hasil peneliti 

terdahulu. Adapun yang menjadi alasan peneliti menambahkan variabel moderating 

pertumbuhan ekonomi kareana variabel ini dinilai penting dengan adanya tingkat pertumbuhan 
                                                             
15

 Tumangkeng Steeva, „Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No . 01 Tahun 2018 ANALISIS POTENSI 

EKONOMI DI SEKTOR DAN SUB SEKTOR Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No . 01 Tahun 2018‟, 

18.01 (2018), 127–38. 
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ekonomi dapat mempengaruhi dinamika yang terjadi dalam perekonomian suatu daerah. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD, 

sementara pertumbuhan ekonomi yang lambat atau negatif dapat mengurangi kontribusi pajak dan 

retribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, dalam menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD, 

penting untuk mempertimbangkan konteks pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, selain itu 

penelitian mengenai variabel moderating pertumbhan ekonomi masih sedikit. Peneliti tertarik 

untuk meneliti pada Provinsi Jawa Tengah karena Pendapatan Asli darah yang dihasilkan 

mengalami fluktuatif pada lima tahun terakhir juga provinsi Jawa Tengan memiliki Pendapatan 

Asli Daerah yang terhitung tertinggal dari Provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. 

Variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mampu mempengaruhi 

Pendapatan Asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi 

sebagai variabel moderating. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 

peneliti tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PAJAK DAERAH, 

RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN 

PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus 

Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022 )” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah? 

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah? 

3. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating? 

4. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terdapat Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terdapat Pendapatan Asli 

Daerah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating? 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating? 
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1.4Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan studi di 

fakultas ekonomi dan bisnis islam, juga menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

daninformasi tambahan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan anggaran 

Pendapatan Asli Daerah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaar penelitian, serta 

sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang terori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian, faktor yang mempengaruhi, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitan, jenis dan sumber data, populasi dan sempel penelitian, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, teknik analisis data dan 

alat statistik yang akan digunakan dalam penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tertang pembahasan mengenai deskriptif data, analisis data, hasil data yang 

telah diolah dan pembahasan hasil. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, saran dan keterbatasan penelitian yang nantinya 

berguna untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Stewardship theory 

Istilah Stewardship pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991, 

menjelaskan “there is no conflict of interest between manager and owners, and that the goal 

of governance is, pre-cisely, to find the mechanisms and structure that facilitate the most 

effective coordination between the two parties”. Teori stewardship menggambarkan kondisi 

di mana manajer tidak terpengaruh oleh tujuan individu mereka sendiri, melainkan lebih 

fokus pada pencapaian utama yang menguntungkan organisasi 
16

. Dasar teori ini berakar 

pada psikologi dan sosiologi, yang dirancang untuk mendorong eksekutif sebagai wakil 

pihak yang bertanggung jawab (steward) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik 

(principal). Dengan demikian, perilaku steward cenderung konsisten dengan upaya mencapai 

tujuan organisasi, dan mereka enggan meninggalkan organisasi karena mereka berdedikasi 

pada pencapaian tujuan tersebut.
17

. 

Dalam konteks ini, 'steward' mengacu pada pemerintah sedangkan 'principal' mengacu 

pada masyarakat. Tindakan pemerintah dalam melakukan pemungutan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai keperluan daerah adalah implementasi dari 

Teori Stewardship. Pemerintah melakukan pemungutan baik itu Pajak Daerah atau Retribusi 

Daerah, maupun Retribusi Daerah untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan daerah. Namun, dalam teori ini, yang lebih ditekankan adalah motivasi 

pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan utama masyarakat (principal) dengan 

cara yang optimal. 

Davis, Schorman, dan Donaldson (1997) mengatakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi mekanisme Stewardship 
18

 : 

1. Motivasi kerja akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi sejalan dengan kepuasan 

kerja. 

2. Steward harus mampu mengidentifikasi individu (prinsipal) atas partisipasinya dalam 

organisasi. 

                                                             
16

 Ricardo Corrêa Gomes, „Stakeholder Management in the Local Government Decision-Making Area : Evidences 

from a Triangulation Study with the English Local Government ( 1 )‟, June, 2006, 46–63. 
17

 Jaeni Jaeni and Saktiyana Nurcahyani, „Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19‟, Jurnal 

Bina Akuntansi, 10.2 (2023), 497–520 <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.408>. 
18

 Oktavianus Pasaloran, „518-Article Text-1433-1-10-20191030.Pdf‟, Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 2001, 1–14. 
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3. Steward harus memiliki personal power untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu 

organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi, personal power ini merupakan dasar 

untuk mempengaruhi dalam hubungan principal-steward. 

 Teori Steward dinilai relevan untuk menjadi grand theory pada penelitian ini guna 

menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Keterkaitan 

antara teori stewardship dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu, ketika pemerintah sebagai 

entitas yang bertanggung jawab (steward) tidak hanya memprioritaskan tujuan-tujuan 

individu, tetapi juga tujuan bersama yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan mengamati prinsip-prinsip stewardship, diharapkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah akan dikelola dan dialokasikan dengan optimal untuk meningkatkan kepentingan 

publik secara menyeluruh. Hal ini dapat terwujud melalui implementasi kebijakan yang 

sesuai dan efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

2.2 Kajian pustaka 

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah 

 

Definisi pendapatan asli daerah sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang 

sehingga tidak dapat diperdebatkan. Subjek PAD harus mempunyai dasar hukum yang 

kuat dalam pelaksanaannya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam perundang-

undangan Nomor 28 Tahun 2009. Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah sementara 

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 

23 tahun 2014, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengenakan retribusi kepada 

daerah melebihi ketentuan perundang-undangan
19

 . 

Menurut ketentuan UU RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang didapat daerah yang dipungut atas dasar peraturan 

daerah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk 

memberi keleluasaan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai bentuk desentralisasi
20

. Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah terdiri : 

1. Pajak daerah : kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah 

oleh individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang bersifat 

                                                             
19

 Afrah Junita, „Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah‟, Jurnal 

Manajemen Dan Keuangan, 4.2 (2015), 366–75. 
20

 Margareta Wihelmina, Rosa Kasih, and Erna Sulistyowati, „Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya‟, Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (2022), 11869–76. 



13 
 

obligatoris tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk memajukan 

kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebanyak mungkin. 

Pajak daerah ada berbagai macam yaitu seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya. 

2. Retribusi daerah: pungutan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penggunaan 

jasa atau pemberian izin tertentu yang secara spesifik disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan individu atau badan usaha. Retribusi daerah 

terbagi menjadi tiga yaitu: 

- Re ltribulsi jasa ulmulm melrulpakan pulngultan yang dike lnakan su latul daelrah kelpada 

warganya atas pe llayanan yang dibe lrikan, se lpe lrti pajak hotell, pajak relstoran, 

re ltribulsi objelk wisata, dan lain-lain. 

- Re ltribulsi jasa ulsaha, yaitu l reltribulsi yang dipu lngultan olelh daelrah se lhulbulngan 

de lngan pe lnye ldiaan layanan se lktor swasta yang tidak melmadai ataul pelnye lwaan 

prope lrti lokal yang tidak digu lnakan. 

- Re ltribulsi pelrizinan telrtelntul adalah pe lmbayaran yang dilaku lkan kelpada 

se lse lorang/organisasi u lntulk tu ljulan melmfasilitasi kelgiatan pelmanfaatan rulangan, 

pe lnggulnaan sulmbe lr daya alam, dan pelngatu lran pe lnge llolaan dan pelmantaulan 

ulntulk mellindulngi dan melnye ldiakan layanan ulntulk kelgiatan infrastrulktulr dari 

pe lmelrintah daelrah yang te lrkait delngan pe lnelrbitan liselnsi telrse lbult. Ke lpe lntingan 

ulmulm melmpelrtahankan lingku lngan pe lmbelrian izin mellibatkan pelngalihan 

ke lkulasaan nasinal kel daelrah dalam rangka de lse lntralisasi. (pasal 18 ayat 2 UlU l 

No.34 Tahu ln 2000). 

3. Hasil ke lkayaan dae lrah yang dipisahkan:  yang dite ltapkan delngan Pe lrda de lngan 

be lrpeldoman pada keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan. Contoh dari pelndapatan 

ini selpe lrti pelnge llolaan BUlMDe ls Karisma di Delsa Karangampe ll yang te llah 

melnjalankan belbe lrapa ulsaha se lpelrti jasa pe lnitipan selpe lda motor, pellayanan air belrsih 

(pamsimas), selrta pelnge llolaan sampah. 

4. Lain-lain pe lndapatan asli daelrah yang sah yaitul pe lndapatan yang dipe lrole lh se llain 

pe lndapatan keltiga jelnis diatas, yang ditelrima pelme lrintah daelrah, yang te lrdiri dari: (a) 

hasil pelnjulalan kelkayaan daelrah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pelmanfaatan ataul 

pe lndayagulnaan ke lkayaan daelrah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pelndapatan 

bulnga; (e l) tulntu ltan ganti rulgi; (f) kelulntulngan se llisih nilai tulkar rulpiah telrhadap mata 

ulang asing; dan (g) komisi, potongan, ataulpuln be lntulk lain se lbagai akibat dari 

pe lnjulalan dan/ataul pelngadaan barang dan/ataul jasa olelh dae lrah. Pelndapatan asli 



14 
 

daelrah yang sah adalah pelndapatan yang dipelrole lh dari belrbagai sulmbelr, se lpe lrti hasil 

pe lnjulalan aselt daelrah selcara tidak langsu lng, pe lndapatan jasa pelrbankan, 

pe lnge lmbalian dana, selrta pelndapatan dari fasilitas sosial, fasilitas ulmulm, dan asulransi 

ke lse lhatan pelgawai. 

Pe lndaptan Asli Dae lrah dalam islam dapat kita lihat dari Qs. Al-An‟am ayat 165 

 َٛ ُ٘ ئفَِ  ٌَّزِٜٱَٚ
َٰٓ ُْ خٍََٰ َّْ سَثَّهَ سَ  لْْسَْضِ ٱجَعٍََىُ ُْ ۗ إِ بَٰٓ ءَارىَٰىُ َِ ُْ فِٝ  وُ َٛ ١َجٍُْ ذٍ ٌِّ قَ ثَعْطٍ دسََجَٰ ْٛ ُْ فَ سَفَعَ ثَعْضَىُ ش٠ِعُ َٚ

ُ  ٌْعِمَبةِ ٱ إَِّٔٗ ٌُ   ۥَٚ ح١ِ  ٌَغَفُٛسٌ سَّ

Artinya: Dan Dialah yang me lnjadikan kamul pe lngulasa-pe lngulasa di bulmi dan 

Dia melninggikan se lbahagian kamul atas se lbahagian (yang lain) be lbelrapa delrajat, 

ulntulk melnguljimul telntang apa yang dibe lrikan-Nya ke lpadamul. Se lsulnggulhnya 

Tu lhanmul amat celpat siksaan-Nya dan se lsulnggulhnya Dia Maha Pe lngampuln lagi 

Maha Pe lnyayang. 

Dengan keagungan dan kekuasaan Allah, Dia menjadikan kalian sebagai 

penguasa di bumi untuk memakmurkan bumi, sebagian kalian akan menggantikan 

sebagian lainnya. Allah mengangkat sebagian kalian di atas sebagian lainnya 

dengan ilmu, rezeki, dan kekuatan untuk menguji kalian dalam apa yang telah Dia 

karuniakan
21

. Penguasa disini dapat dimaksud pemerintah dalam suatu daerah atas 

amanah yang mereka emban untuk kepentingan rakyat. Ayat diatas menjelaskan 

mengenai kemandirian keuangan (penerimaan atau pengeluaran) suatu daerah bisa 

diwujudkan dengan pengoptimalan kemampuan para pengelolanya (penguasa sutu 

daerah = pemerintahan). 

 Pe lmelrintah daelrah di harapkan melmiliki lelbih banyak ke lmandirian dalam 

melne lrapkan otonomi daelrah dan delse lntralisasi fiskal. Langkah pe lnting yang pe lrlul 

diambil adalah melnghitulng pote lnsi pelndapatan asli daelrah. Pelningkatan kapasitas 

fiskal tidak hanya be lrkaitan delngan Pe lndapatan Asli Dae lrah (PAD), me llainkan 

julga melncakulp optimalisasi sulmbelr-sulmbelr pe lnelrimaan daelrah. Dana yang 

be lrasal dari Pelndapatan Asli Dae lrah (PAD) adalah pelnting dalam melndulkulng 

pe lmbiayaan pe lmbangulnan dae lrah. PAD be lrpe lran se lbagai sulmbe lr pe lndapatan 

ultama bagi pe lmelrintah daelrah ulntu lk me lmasulkkan seljulmlah belsar ulang ke l kas 

daelrah gulna me lndu lkulng pe lmbangulnan, se lrta ulntulk melnge llola dan melningkatkan 

kondisi sosial elkonomi mellaluli pe lnggulnaan layanan yang te lrse ldia. Pe lme lrintah 

                                                             
21

 Imad zuhair “Tafsir Qs. Al-An‟am ayat 165 ” https://tafsirweb.com/2289-surat-al-anam-ayat-165.html 2020 

https://tafsirweb.com/2289-surat-al-anam-ayat-165.html
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daelrah se lring me lnghadapi tantangan kare lna kelbultulhan fiskal tinggi yang tidak 

se ljalan delngan kapasitas fiskal melre lka, melnye lbabkan kelse lnjangan fiskal. 

Manajelmeln PAD haruls te lrfokuls pada pe lningkatan kapasitas fiskal, selmelntara 

manajelme ln pe lnge llularan daelrah haruls dilakulkan se lcara komprelhe lnsif ulntulk 

melme lnulhi kelbultulhan fiska. Artinya apabila telrjadi pelningkatan kapasitas fiskal 

maka Pelndapatan Asli daelrah ini dapat dimanfaatkan delngan maksimal tidak 

hanya itul pelningkatan kapasitas fiskal ini julga dapat melnoptimalkan sulmbelr-

sulmbe lr pelme lrintah lainnya
22

.  

Ulntulk me llaulkan pelnilaian kontribulsi Pe lndapatan Asli Dae lrah dapat 

diintelrpreltasikan pada tabe ll 2.1 yang me lmiliki elnam kritelria atas rasio kontribulsi, 

yaitu l: 

Tabel 2. 1 Klasifikasi kriteria nilai kontribusi PAD 

Presentase Kriteria 

≥ 50 Sangat efektif 

40-50  Baik  

30-40 Sedang  

20-30 Cukup  

10-20 Kurang   

≤10 Sangat kurang 

 

Sulmbe lr: 
23

 

2.2.2 Pajak Daerah 

Pe lne lgrtian pajak selcara ulmulm yaitul iulran wajib yang sifatnya me lmaksa di 

tuljulkan ulntulk orang pribadi maulpuln badan belrdasarkan ndang-ulndang de lngan tanpa 

imbalan se lcara langsulng dan digulnakan ulntulk ke lpe lrlulan pe lmbangulnan dae lrah ulntulk 

se lbe lsar-be lsarnya ke lmakmulran rakyat. be lrdasarkan Pelrndang-ulndangan No.28 Tahuln 

2009 julga PP No.10 Tahuln 2021 melnge lnai Pajak Daelrah dan Reltribu lsi Daelrah, pajak 

yaitu l “kontribulsi wajib telrhadap daelrah yang didirikan olelh pe lrse lorangan ataul badan 

                                                             
22

 Noor Farieda Awwaliyah and Ratno Agriyanto, „The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on 

Regional Government Financial Performance‟, Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 1.1 (2019), 

25–46. 
23

 (Sholikhah elt al., 2022) 
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hulku lm atas dasar hulkulm tanpa imbalan se lcara langsulng dan dipe lrgulnakan de lngan tu ljulan 

se lbe lsar-be lsarnya ulntu lk ke lmakmulran rakyat daelrah”
24

. 

Be lrdasame lnulrult Ulndang-Ulndang Nomor 28 tahuln 2009 karaktelristik pajak 

daelrah dapat diulraikan, yaitul: 

1. Pulngultan dilaku lkan olelh pelme lrintah daelrah se lsulai ulndang-ulndang. 

2. Pe lmulngultan dilakulkan apabila telrjadi keladaan ataul pelristiwa yang dapat dikelnakan 

pada wilayah telrse lbult se lsulai delngan u lndang-ulndang. 

3. Apabila wajib pajak tidak me lmelnulhi pe lrsyaratan telrse lbult,dapat dilakulkan 

pe lmulngultan dan ke lwajiban melmbayar pajak daelrah dapat dikelnakan sanksi 

administratif ataul pidana.  

4. Tidak ada hu lbu lngan langsu lng antara pelmbayaran Pajak Daelrah dan re lmulne lrisasi ataul 

jasa langsulng.  

5. Pe lndapatan Pajak Daelrah dise ltorkan kel kas ne lgara daelrah.  

6. Be lrtuljulan gulna ke lpelntingan dae lrah bagi se lbelsar-be lsarnya ulntulk ke lpe lntingan lokal. 

  Me lnulrult pe lratulran Pe lrulndang-ulndangan pajak daelrah, belrikult elmpat fulngsi dari 

pe lmulngultan pajakyang dilakulkan olelh pe lmelrintah daelrah: 

1. Fulngsi Anggaran: artinya pajak digulnakan ulntulk pe lndanaan rultuln se lpe lrti, bellanja 

pe lgawai, bellanja barang, pelmelliharaan, pelmbangulnan dan selbagai tabulngan 

pe lmelrintahan. 

2. Fulngsi me lngatu lr: artinya dana yang be lrasal dari pajak daelrah dapat difulngsikan 

se lbagai sarana ulntulk me lncapai targe lt e lkonomi pelme lrintah se lrta melngatasi 

pe lrmasalahan elkonomi. 

3. Fulngsi stabilitas: artinya Adanya pajak daelrah melndulkulng pe lme lrintah dalam 

melnjaga stabilitas harga barang dan jasa, se lhingga mampul melngulrangi tingkat 

inflasi. Namuln, ulntulk melncapai tuljulan telrse lbult, pelngulmpullan dan pelmanfaatan pajak 

pe lrlul dilakulkan de lngan e lfelktif dan elfisieln. 

4. Fulngsi re ltribulsi pe lndapatan: diharpkan pajak daelrah dapat melningkatkan distribulsi 

yang me lrata di sellulrulh daelrah. Se lbab, pe lnge llolaan pajak yang e lfe lktif akan 

melningkatkan multul pe lmbangulnan
25

. 

                                                             
24

 Wihelmina, Kasih, and Sulistyowati. 
25

 Nisa Vera, „Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba BUMD Terhadap PAD Provinsi Aceh‟, Jurnal 

Bina Akuntansi, 2020. 
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Me lnulrult UlUl Nomor 28 tahuln 2009 pajak daelrah dibeldakan melnjadi dula, pajak 

daelrah yang dipulngult pe lmelrintah provinsi dan pajak daelrah yang dipulngult ole lh 

pe lmelrintah kabulpateln: 

1. pajak daelrah yang dipulngult pe lme lrintah provinsi: 

a. Pajak Ke lndaraan Be lrmotor dan Ke lndaraan di atas air 

Pajak kelndaraan belrmotor dikelnakan atas kelpe lmilikan dan/ataul pelngulasaan 

ke lndaraan telrse lbult, de lngan de lmikian, yang me lnjadi sulbje lk pajaknya adalah 

ke lpelmilikan dan/ataul pe lngulasaan ke lndaraan belrmotor. Sulbye lk dari Pajak 

Ke lndaraan Be lrmotor (PKB) adalah individul ataul e lntitas yang me lmiliki ataul 

melngulasai ke lndaraan belrmotor telrse lbult, se lmelntara wajib pajaknya adalah 

individul ataul elntitas yang me lmiliki kelndaraan belrmotor telrse lbult. Dalam kasuls 

e lntitas pajak, tanggulng jawab pe lrpajakannya dijalankan olelh pe lngulruls ataul ku lasa 

dari elntitas telrse lbult
26

. 

Standar pelnge lnaan Pajak Ke lndaraan Be lrmotor diteltapkan olelh Melntelri Dalam 

Ne lge lri de lngan pe lrtimbangan Me lntelri Ke lulangan dan ditinjaul se ltiap tahuln. Biaya 

pokok Pajak Ke lndaraan Be lrmotor dilaporkan melnjadi dasar pelrhitulngan Pajak 

Ke lndaraan Be lrmotor. Ditelntu lkan belrdasarkan harga pasar yang be lrlakul pada 

minggu l pe lrtama bu llan delse lmbelr tahuln pajak selbe llulmnya. Jika harga pasar yang 

be lrlakul tidak telrse ldia pelrtimbangan lain se lpelrti melrk, pelrbaikan, kapasitas se lpelrti 

julmlah pelnu lmpang dan be lrat kargo maksimulm yang dipe lrbole lhkan, julga 

dipelrhitulngkan. Hal ini dapat dijadikan re lfe lrelnsi se lbagai doku lmeln impor kapal 
27

. 

b. Be la Balik Nama Ke lndaraan 

Be la Balik Nama Ke lndaraan Be lrmotor melrulpakan pajak atas pe lralihan 

ke lpelmilikan kelndaraan belrmotor akibat kelse lpakatan abtara dula pihak ataul 

pe lrbulatan selpihak atas kelndaraan yang diakibatkan ole lh pe lmbellian/pe lnjulalan, 

sulbsidi warisan, ataul pelrtulkaran hasil sulatul ulsaha. Me lnulrult 
28

 biaya pe lngalihan 

hak milik Ke lndaraan Be lrmotor adalah pada harga Julal Ke lndaraan Be lrmotor 

(NJKB), be lrdasarkan harga pasaryang be lrlakul didasarkan pada faktor lain selpe lrti 

isi silindelr dan/ataul satulan daya, pe lnggulnaan, jelnis, me lrelk, tahuln pe lmbulatan, 

be lrat total, kapasitas pelnulmpang, ataul dokulme ln impor kelndaraan belrmotor. 

Dasar pe lnge lnaan Be la Balik Nama Ke lndaraan Be lrmotor diteltapkan olelh Me lnte lri 

Dalam Nelge lri de lngan pe lrtimbangan Melnte lri Ke lulangan dan ditinjaul se ltiap tahuln. 

                                                             
26

 (Nisa Velra, 2020) 
27

 Kadir Abdul, „Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia‟, 4.1 (2017), 9–15. 
28

 Abdul. 
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c. Pajak Bahan Bakar Ke lndaraan Be lrmotor 

Pajak bahan bakar kelndaraan belrmotor (PBBKB) adalah pajak atas bahan bakar 

yang dise ldiakan ataul dianggap digulnakan u lntulk ke lndaraan belrmotor, telrmasulk 

bahan bakar yang digulnakan ulntulk ke lndaraan di air. Tarif Pajak Bahan Bakar 

Ke lndaraan Be lrmotor adalah 5%. Dalam harga e lce lran bahan bakar kelndaraan 

be lrmotor suldah telrmasulk Pajak Bahan Bakar Ke lndaraan Belrmotor. Dasar 

pe lnge lnaan Pajak Bahan Bakar Ke lndaraan Be lrmotor adalah nilai julal bahan bakar 

ke lndaraan belrmotor, yaitul harga julal selbe llulm dikelnakan Pajak Pelrtambahan Nilai 

29
. 

d. Pajak Pelngambilan dan Pelmanfaatan air bawah tanah dan air pelmulkiman.  

Pajak Air Pe lrmulkaan (PAP) adalah pajak yang dike lnakan atas pelngambilan ataul 

pe lmanfaatan air yang ada di pe lrmulkaan tanah. Air pe lrmulkaan melncakulp se lmula 

air yang ada di atas pe lrmulkaan tanah, tidak telrmasulk air lault, baik itul di lault 

maulpuln di daratan. Awalnya, PAP dike lnal delngan nama Pajak Pe lngambilan dan 

Pe lmanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pe lrmulkaan (PPPABTAP) se lsulai de lngan 

Ulndang-Ulndang Nomor 34 Tahuln 2000. Be lsarnya pokok Pajak Pe lngambilan dan 

Pe lmanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pelrmulkaan yang te lrultang dihitulng 

de lngan cara melngalikan tarif delngan dasar pe lnge lnaan Pajak Pelngambilan dan 

Pe lmanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pe lrmulkaan
30

.  

e. Pajak Rokok 

Pajak Rokok melrulpakan pelmbayaran yang dike lnakan olelh pe lmelrintah pulsat atas 

culkai rokok. Di Indone lsia, pulngultan culkai rokok dilakulkan se lsulai de lngan 

ke ltelntulan dalam Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 1995 telntang Culkai yang 

tellah melngalami pelrulbahan delngan Ulndang-Ulndang Nomor 39 Tahuln 2007
31

. 

2. pajak daelrah yang dipulngult ole lh pe lmelrintah kabulpateln: 

a. pajak hotell 

Se lsulai delngan Ulndang-Ulndang Nomor 28 Tahuln 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, 

Pajak Hote ll adalah pajak atas pellayanan yang dise ldikan olelh hotell. Tarif Pajak 

Hote ll diteltapkan maksimulm selbe lsar 10%, dan pe lnelntulannya dise lrahkan kelpada 

pe lratulran daelrah se ltiap kabulpateln ataul kota. Ini be lrtuljulan melmbelri ke llellulasaan 

ke lpada pelmelrintah seltelmpat ulntulk melnye lsulaikan tarif pajak selsulai delngan 

ke lbultulhan masing-masing dae lrah. De lngan delmikian, tiap kabulpateln ataul kota 

                                                             
29

 Abdul. 
30
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31

 Nisa Vera. 
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melmiliki welwe lnang ulntulk melne ltapkan tarif pajak yang be lrbe lda, se llama tidak 

melle lbihi 10%
32

. 

b. pajak relstoran 

Me lnulrult Pasal 1 angka 22 dan 23 dalam Ulndang-Ulndang Nomor 28 Tahuln 2009, 

pajak relstoran adalah pajak yang dipu lngult atas pellayanan yang dibelrikan olelh 

re lstoran. Relstoran adalah su latul te lmpat yang me lnyajikan makanan dan minu lman 

de lngan biaya te ltap, telrmasu lk rulmah makan, kafeltaria, bar, dan jasa se lpelrti jasa 

boga dan kate lring. Tarif pajak relstoran bisa me lncapai 10% dan be lrvariasai 

telrgantulng pe lratulran zonasi masing-masing kabulpate ln ataul kota. Tuljulannya 

ulntulk melmbelrikan pelme lrintah daelrah kelkulasaan ulntulk melnye lsulaikan tarif pajak 

agar se lsulai delngan ke ladaan daelrah. Hal ini akan melmulngkinkan pe lmelrintah 

daelrah ulntulk melne ltapkan tarif pajak re lstoran belrdasarkan kelbultulhan lokal, 

asalkan tidak mellelbihi 10%
33

. 

c. Pajak hibulran 

Se lsulai de lngan ke lte lntulan Pasal 1 angka 24 dan 25 dalam Ulndang-Ulndang Nomor 

28 Tahuln 2009, Pajak Hibulran adalah pajak yang dike lnakan atas pelnye lle lnggaraan 

hibulran. Hibulran melruljulk pada selgala je lnis tontonan, pelrtu lnjulkan, pelrmainan, 

ataul acara yang dihadiri delngan me lmbayar. Tarif Pajak Hibulran diteltapkan 

maksimulm 35% dan ditelntulkan olelh Pe lratulran Daelrah. 

d. Pajak Relklamel 

Me lnulrult Pelratulran Daelrah Nomor 12 Tahuln 2011 telntang Pajak Relklamel, pajak 

re lklamel adalah pulngultan yang dike lnakan atas sellulrulh pe lnye llelnggaraan re lklamel. 

e. Pajak Pelne lrangan jalan 

Se lsulai de lngan ke ltelntulan pasal 1 angka 28 daam U lndang-Ulndang dae lrah dan 

re ltribulsi dae lrah yaitu l pulngultan atas aktivitas pe lnggulnaan te lnaga listrik, baik 

dilakulkan se lcara indivisu l ataulpuln yang dipe lrolelh dari sulmbelrlainnya yang se lje lnis 

f. Pajak minelral bu lkan logam dan batulan 

Me lnulrult Pasal 1 Angka 29 Ulndang-Ulndang Nomor 28 Tahuln 2009 (UlUl PDRD), 

pajak MBLB adalah pajak atas kelgiatan pe lngambilan minelral bulkan logam dan 

batulan, baik dari sulmbelr alam di dalam dan/ataul pelrmulkaan bulmi ulntulk 

dimanfaatkan. 

 

 

                                                             
32
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33
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g. Pajak parkir 

Me lnulrult UlUlNomor 28 tahuln 2009 Pajak Parkir adalah pajak atas 

pe lnye lle lnggaraan telmpat parkir di lular badan jalan, baik yang dise ldiakan belrkaitan 

de lngan pokok ulsaha maulpuln yang dise ldiakan selbagai sulatul ulsaha, te lrmasulk 

pe lnye ldiaan telmpat pelnitipan kelndaraan belrmotor. 

h. Pajak air tanah 

Pajak air tanah adalah belntulk pajak yang dike lnakan atas pelngambilan dan/ataul 

pe lmanfaatan sulmbelr air yang te lrle ltak di bawah pelrmulkaan tanah. Hal ini 

telrmasulk dalam jelnis pajak daelrah se lsulai de lngan de lfinisi yang diatulr dalam Pasal 

1 angka 33 Ulndang-Ulndang Pajak Dae lrah dan Reltribulsi Daelrah (PDRD), yang 

melnye lbultkan bahwa air tanah melruljulk pada air yang be lrada dalam lapisan tanah 

ataul batulan di bawah pelrmulkaan tanah. 

i. Pajak sarang bulrulng walle lt 

Me lnulrult UlUl Nomor 1 tahuln 2022 Pajak sarang bulrulng wale lt yaitul pajak atas 

se ltiap kelgiatan pelngambilan ataul pe lngulsahaan sarang bulrulng wale lt, baik pada 

habitat alami maulpuln dilular habitat alam 

j. Pajak bulmi dan bangulnan pelrde lsaan dan Pe lrkotaan 

Me lnulrult UlUl No. 1 Tahuln 2022 me lnge lnai Ke lte lrkaitan Ke lulangan antara 

Pe lmelrintah Pulsat dan Daelrah, Pajak Bulmi dan Bangu lnan Pe lrde lsaan dan 

Pe lrkotaan (PBB-P2) me lrulpakan pajak yang dike lnakan pada tanah dan/ataul 

bangulnan yang dimiliki, dikulasai, ataul dimanfaatkan olelh individul ataul e lntitas. 

k. Be la pe lrolelhan hak atas tanah dan bangulnan. 

Be lrdasarkan pasal 85 UlUl No.28 tahuln 2009,  Obje lk Pajak Be la Pe lrole lhan Hak 

atas Tanah dan Bangulnan adalah Pe lrolelhan Hak atas Tanah dan/ataul Bangulnan. 

Pe lrolelhan telrse lbult salah satulnya adalah pe lnulnjulkkan pe lmbelli dalam lellang. 

pajak dalam islam dapat kita lihat dari Qs. Al-an‟am ayat 141 

 ُِ سْعَ  اٌضَّ َٚ  ًَ إٌَّخْ َّٚ شٰذٍ  ْٚ عْشُ َِ غ١َْشَ  َّٚ شٰذٍ  ْٚ عْشُ َِّ ْٔشَبَ جَّٰٕذٍ  َْٰٞٓ اَ َٛ اٌَّزِ ُ٘ ب َٚ ًٙ زشََبثِ ُِ  َْ ب َِّ اٌشُّ َٚ  َْ ْٛ ُ ٠ْز اٌضَّ َٚ  ٗٗ فًب اوٍُُُ ٍِ خْزَ

 ٗٗ ا اَِّۗٔ ْٛ لََ رسُْشِفُ َٚ  ٖۖ  ٖ ََ حَصَبدِ ْٛ َ٠ ٗٗ ا حَمَّ ْٛ ُ اٰر َٚ شَ  َّ َٰٓ ارِآََٰ اثَْ  ٖ شِ َّ َ ْٓ ث ِِ ا  ْٛ ٍٗۗ وٍُُ زشََبثِ ُِ غ١َْشَ  َّٚ  َٓ سْشِف١ِْ ُّ ٌْ  لََ ٠حُِتُّ ا

Artinya: “dan dialah yang me lnjadikan kelbuln-ke lbuln yang be lrjulngjulng dan tidak 

be lrjulnjulng, pohon kulrma, tanaman-tanaman yang be lrmacam-macam bulahnya, zaituln dan 

de llima yang se lrulpa (be lntulk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari bulahnya 

(yang be lrmacam-mcam itul) bila dia belrbulah, dan tulnaikanlah haknya di hari melme ltik 
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hasilnya (de lngan dise lde lkahkan kelpada fakir miskin) dan janganlah kamul be lrlelbih-le lbihan. 

Se lsulnggulhnya allah tidak melnyulkai orang yang be lrle lbih-lelbihan (Qs.Al-An‟am 141) ” 

Dalam  Allah menciptakan buah zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi, 

tetapi berbeda dari segi lain. Padahal, itu semua tumbuh di atas tanah yang sama dan disiram 

dengan air yang sama pula. Makanlah buahnya yang baik dan keluarkan zakatnya saat buah 

itu masak
34

. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai zakat yang harus di keluarkan, zakat 

sendiri dapat diimplementasikan sebagai pajak. 

Ulntulk me llaulkan pe lnilaian kontribulsi Pajak Daelrah dapat diintelrpre ltasikan 

pada tabell 2.2 

Tabel 2. 2 Klasifikasi kriteria nilai kontribusi Pajak Daerah 

Presentase Kriteria 

≥ 50 Sangat efektif 

40-50  Baik  

30-40 Sedang  

20-30 Cukup  

10-20 Kurang   

≤10 Sangat kurang 

 

Sulmbe lr: 
35

 

2.2.3 Retribusi Daerah 

Se lsulai de lngan Ulndang-Ulndang Nomor 28 tahuln 2009 Re ltribulsi daelrah adalah 

pe lmbayaran ke lpada pelmelrintah daelrah se lbagai hasil dari pelnggulnaan jasa ataul 

pe lmbelrian izin telrtelntul yang se lcara spe lsifik dise ldiakan dan/ataul dibe lrikan ole lh 

Pe lmelrintah Daelrah ulntulk ke lpe lrlulan individul ataul badan ulsaha
36

. Re ltribulsi dae lrah yaitul 

indikator pelnting dalam Pelndaptan Asli Dae lrah seltellah Pajak daelrah. Olelh karelna itul, 

banyaknya fasilitas yang dise ldiakan olelh pe lmelrintah daelrahse lpelrti fasilitas kelse lhatan, 

                                                             
34

 Quraish Shihab, 2014 “tafsir QS. Al An‟am ayat 141” https://tafsirweb.com/2265-surat-al-anam-ayat-141.html  
35

 Sholikhah, Priyono, and Tidar. 
36

 Rizka Famela Meinanda and Anissa Yuniar Larassati, „PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Bappenda Kota 

Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019) Rizka‟, Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan, 15.2 (2021), 7–8. 

https://tafsirweb.com/2265-surat-al-anam-ayat-141.html


22 
 

parkiran, pasar dan lain-lain selrta pelrizinan gulna melndirikan bangulnan, traye lk dan 

lainnya. 

Se lsulai delngan UlUl No 28 Tahuln 2009 Re ltribulsi daelrah dapat dikellompokkan kel 

dalam 3 (tiga) golongan, yaitul re ltribulsi jasa ulmulm, reltribulsi jasa ulsaha, dan reltribulsi 

pe lrizinan telrtelntul. 

1. Re ltribulsi jasa ulmulm 

a. Re ltribulsi Pe llayanan Ke lse lhatan 

b. Re ltribulsi Pe llayanan Pe lrsampahan/Ke lbe lrsihan 

c. Re ltribulsi Pe lnggantian Biaya Ce ltak Kartul Tanda Pelnduldulk dan Akta Catatan Sipil 

d. Re ltribulsi Pe llayanan Pe lmakaman dan Pelngabulan Mayat 

e. Re ltribulsi Pe llayanan Parkir di Telpi Jalan Ulmulm 

f. Re ltribulsi Pe llayanan Pasar 

g. Re ltribulsi Pe lnguljiah Ke lndaraan Be lrmotor 

h. Re ltribulsi Pe lmelriksaan Alat Pe lmadam Ke lbakaran 

i. Re ltribulsi Pe lnggantian Biaya Ce ltak Pelta 

j. Re ltribulsi Pe lnye ldiaan dan/ataul Pe lnye ldotan Kakuls 

k. Re ltribulsi Pe lngolahan Limbah CairReltribulsi Pe llayanan Te lra/Telra Ullang 

l. Re ltribulsi Pe llayanan Pe lndidikan 

m. e ltribulsi Pe lnge lndalian Melnara Tellelkomulnikasi 

2. Re ltribsi jasa ulsaha 

a. Re ltribulsi Pe lmakaian Ke lkayaan Dae lrah 

b. Re ltribulsi Pasar Grosir ataul Pe lrtokoan 

c. Re ltribulsi Telmpat Pelle llangan 

d. Re ltribulsi Telrminal 

e. Re ltribulsi Telmpat Khulsuls Parkir 

f. Re ltribulsi Telmpat Pelnginapan/Pe lsanggrahan/Villa 

g. Re ltribulsi Rulmah Potong He lwan 

h. Re ltribulsi Pe llayanan Ke lpe llabulhanan 

i. Re ltribulsi Telmpat Relkre lasi dan Olahraga 

j. Re ltribulsi Pe lnye lbe lrangan Air 

k. Re ltribulsi Pe lnjulalan Produlksi Ulsaha Daelrah 

3. Re ltribulsi pe lrizinan telrtelntul 

a. Re ltribulsi Izin Me lndirikan Bangulnan 

b. Re ltribulsi Izin Te lmpat Pelnjulalan Minulman Be lralkohol 
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c. Re ltribulsi Izin Ganggulan 

d. Re ltribulsi Izin Traye lk 

e. Re ltribulsi Izin Ulsaha Pe lrikana 

Pasal 26 Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 1997, pulngultan re ltribulsi tidak dapat 

dijalankan selcara kelse llulrulhan olelh pihak keltiga ataul diborongkan. Ini be lrarti bahwa 

se llulrulh tahap pelmulngultan re ltribulsi tidak dapat diselrahkan selpe lnulhnya ke lpada pihak 

ke ltiga. Me lskipuln de lmikian, hal ini tidak mellarang pe lme lrintah daelrah ulntulk 

be lrkolaborasi delngan pihak keltiga delngan celrmat dalam prosels pe lmulngultan reltribulsi. 

Pe lmelrintah daelrah dapat belkelrja sama de lngan lelmbaga telrtelntul yang dapat dipelrcaya 

karelna profelsionalismel melre lka ulntulk mellibatkan melrelka dalam selbagian tu lgas 

pe lmulngultan je lnis reltribulsi yang tidak dapat dijalankan delngan pihak keltiga. Jelnis tulgas 

telrse lbult melncakulp pe lrhitulngan julmlah reltribulsi yang haruls dibayar, pe lngawasan 

pe lnye ltoran, dan prose ls pe lnagihan re ltribulsi
37

. Tata cara pelmulngultan re ltribulsi dae lrah 

diatulr Ulndang-Ulndang Re lpulblik Indone lsia Tahuln 2009, yaitul: 

1. Re ltribulsi dipulngult de lngan me lnggulnakan (Sulrat Tagih Reltribulsi Dae lrah) ataul 

disingkat SKRD ataul dokulmeln lain yang dipelrsamakan. 

2. Dokulme ln lain yang dipe lrsamakan dapat be lrulpa karcis, kulpon, dan kartul langganan.  

3. Dalam hal wajib reltribulsi telrte lntul tidak melmbayar tidak telpat waktul ataul kulrang 

dalam pelmbayarannya dike lnakan sanksi administratif belrulpa bulnga se lbe lsar 2% 

se ltiap bullan dari reltribulsi te lrse lbult.  

4. Tata cara pellaksanaan pelmulngultan re ltribulsi diteltapkan delnda pelratulran daelrah. 

Adapuln re ltribulsi daelrah dalam islam dapat kita lihat dalam Qs. At-tau lbah ayat 29 

خِشِ  َِ الَْٰ ْٛ َ١ ٌْ لََ ثِب َٚ  ِ َْ ثِبللَّّٰ ْٛ ُٕ ِِ َٓ لََ ٠ؤُْ ٌْىِزٰتَ حَ لَبرٍُِٛا اٌَّز٠ِْ رُٛا ا ْٚ ُ َٓ ا َٓ اٌَّز٠ِْ ِِ ٌْحَكِّ  َٓ ا َْ د٠ِْ ْٛ لََ ٠ذ٠َُِْٕ َٚ  ٗٗ ٌُ ْٛ سَسُ َٚ  ُ ََ اللّّٰٰ ب حَشَّ َِ  َْ ْٛ ُِ لََ ٠حَُشِّ زّٰٝ َٚ

 َْ ْٚ ُْ صٰغِشُ ُ٘ َّٚ ْٓ ٠َّذٍ  ٌْجِض٠َْخَ عَ  ٠ࣖعُْطُٛا ا

Artinya: Artinya: “Pe lrangilah orang-orang yang tidak belriman kelpada Allah dan 

tidak (pulla) kelpada hari kelmuldian, dan melrelka tidak melngharamkan apa yang 

diharamkan olelh Allah dan Rasull-Nya dan tidak belragama de lngan agama yang be lnar 

(agama Allah), (yaitul orang-orang) yang dibe lrikan AlKitab kelpada melre lka, sampai 

melre lka melmbayar jizyah de lngan patulh se ldang me lre lka dalam keladaan tulndulk.” 

                                                             
37 (Sellviyana, 2020) 
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Tafsir Al-Muyassar menyatakan wahaikaum muslim perangilah  orang-orang 

kafir yang tidak beriman kepada allah sampai mereka mau membayar jizah yang kalian 

wajibkan 
38

. jizah dapat di implementasikan sebagai pungutan oleh pemerintah dari orang 

atau badan sebagai perimbangan keamanan. Artinya pembayaran retribusi yang telah 

diterapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslim. 

 Ulntulk mellakulkan pelnilaian kontribulsi Reltribulsi Daelrah dapat diintelrpreltasikan 

pada tabell 2.3 yaitul: 

Tabel 2. 3 klasifikasi kriteria nilai kontribusi Retribusi Daerah 

Presentase Kriteria 

≥ 50 Sangat efektif 

40-50  Baik  

30-40 Sedang  

20-30 Cukup  

10-20 Kurang   

≤10 Sangat kurang 

Sumber: 
39

 

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi 

Pe lrtulmbulhan elkonomi melnjadi salah satul tolak ulkulr dari kelmajulan sulatul daelrah. 

Jika pelrtulmbulhan elkonomi stabil dan baik, maka akan melningkatkan kelse ljahtelraan 

masyarakat, se llainitul pe llayanan pulblik julga dapat be lrjalan delngan maksimal tanpa ada 

ke lndala
40

. Ulntulk melwuljuldkan pe lrtulmbulhan e lkonomi yang stabil dipelrlulkan kelbijakan 

yang nyata dari pelme lrintah daelrah julga de lngan adanya re lncana yang matang. 

Pe lnge lrtian pelrtulmbulhan elkonomi tidak disamade lngankan delngan pe lmbangu lnan 

e lkonomi. Pelrtulmbulhan e lkonomi belrkaitan delngan me lningkatnya  hasil produ lksi ataul 

dalam kelgiatan masyarakat, se ldangkan pe lmbangulnan e lkonomi melmiliki makna yang 

lelbih lulas
41

. Pe lrtulmbulhan elkonomi melrulpakan lajul pe lrtulmbulhan produlksi barang ataul 

jasa, yang te lrcelrmin dari lajul pe lrtulmbulhan domelstik re lgional bru lto di sulatul daelrah. 

                                                             
38

 Imad zuhair “Tafsir Qs. At Taubah ayat 29 ” https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html 2020 
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 Sholikhah, Priyono, and Tidar. 
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 (Patar elt al., 2023) 
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 Alifia Dina Rifai and Hero Priono, „Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021‟, 
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Pe lrhitulngannya dilakulka atasdasar harga konstan, dan lajul pelrtulmbulhan elkonomi 

dibandingkan delngan pe lriode l pelrtulmbulhan e lkonomi selbe llulmnya. 

Pe lrulbahan PDRB dari tahu ln kel tahuln melnce lrminkan pelrke lmbangan elkonomi 

yang dipicul olelh pelrulbahan dalam julmlah produlksi barang ata jasa selrta pelrulbahan 

harga. Ulntulk me lngulkulr pe lrulbahan volulmel produ lksi se lcara objelktif, pe lnting ulntulk 

melnghitulng PDRB de lngan me lnggulnakan harga konstan dan melnghilangkan pe lngarulh 

faktor harga. Ulntulk mellihat lajul pelrtulmbulhan elkonomi disulatul wilayah dapat di hitulng 

melnggulnakan rulmu ls se lbagai be lrikult: 

    
              

       
        

Keltelrangan: 

E lt   =Tingkat pelrtulmbulhan elkonomi 

PDRB   = PDRB tahuln belrjalan 

PDRBt-1 = PDRB tahuln selbellulmnya  

Inde lks harga yang dignakan dalam meltode l ini diselbult delflator, indelks ini belrisi 

indelk harga dari masing-masingbarang yang be lrsangkultan, inde lks harga pe lrdagangan 

be lsar (IPBH), inde lks harga konsulme ln (IHK)
42

. 

Pe lrtulmbulhan e lkonomi melmiliki belbe lrapa faktor yang me lmpelngarulhi, yaitul: 

1. Barang Modal  

Barang-barang modal telrdiri dari belrbagai jelnis bahan yang digulnakan ulntulk 

melnghasilkan oultpult (barang dan jasa). Misalnya : prose ls manulfaktulr prose ls, jalu lr 

produlksi ,dan lain selbagainya.  

2. Telknologi  

Se llain barang modal, telknologi julga me lmpelngarulhi pe lrtulmbulhan 

e lkonomi.pelrkelmbangan pe lre lkonomian be lrbagai ne lgara telrultama diselbabkan olelh 

ke lmajulan telknologi.  

3. Telnaga Ke lrja  

Hingga saat ini, telnaga ke lrja masih melnjadi faktor produlksi ultama, telrultama di nelgara-

ne lgara belrke lmbang. Se lmakin belrtambahnya julmlah pelnduldulk maka julmlah telnaga 

ke lrja puln se lmakin melningkat. Pelke lrja tambahan ini melmulngkinkan ne lgara ulntulk 

melningkatkan produlksi. Hal ini akan melmpe lngarulhi pelrtulmbulhan elkonomi. 

                                                             
42

 (Rulsgiyono & Wulryandari, 2013) 
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4. Sulmbe lr Daya Alam  

Sulmbe lr daya alam adalah selmula yang di se lmelsta, misalnya tanah, iklim, hasil hultan, 

hasil tambang, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan olelh manulsia u lntulk melncapai 

ke lse ljahtelraan. Sulmbelr daya me lndorong pe lrkelmbangan pe lrelkonomian sulatul ne lgara.  

5. Manajelmeln 

Pe lre lkonomian su latul nelgara mampul dapat belrkelmbang celpat jika dikellola delngan 

baik. Se lpelrti halnya bangsa Indone lsia yang me lmpulnyai pote lnsi su lmbe lr daya alam 

yang me lmang be lnar, Indone lsia adalah ne lgara yang be lragam dan kaya. Pe lnge llolaan 

yang le lbih baik telrhadap potelnsi yang ada dapat me lndorong laju l pe lrtulmbulhan 

e lkonomi. 

6. Ke lwiraulsahaan  

Wirau lsahawan adalah orang yang bisa dan be lrani melngambil kelpultulsan saat 

melnjalankan ulsahanyau lntulk me lndapatkan kelulntulngan. Pe lran wiraulsaha dalam 

pe lmbangu lnan elkonomi telrulji olelh waktul. Pe lngulsaha yang be lrinve lstasi akan 

melmpe lrlulas ke lselmpatan kelrja dan melningkatkan pelndapatan nelgara dalam belntulk 

pajak. 

7. Informasi  

Salah satul prasyarat agar pasar dapat be lrfulngsi se lbagai alat yang e lfisie ln u lntk 

melngalokasikan su lmbe lrdaya e lkonomi adlah adanya info yang le lngkap. Info sangat 

melndulkulng pe lrtu lmbulhan elkonomi karelna melmulngkinkan pe llakul elkonomi melnambil 

ke lpultulsan be lrdasarkan info yang akulrat dan telpat waktul (Sulrya, 2018). 

Konse lp pe lrtulmbulhan e lkonomi dalam islam se lpelrti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 278 

 َٓ ١ِْٕ ِِ ؤْ ُِّ  ُْ ُ ْْ وُْٕز ا اِ َٰٛٓ ثٰ َٓ اٌشِّ ِِ  َٟ ب ثَمِ َِ ا  ْٚ رسَُ َٚ  َ ُٕٛا ارَّمُٛا اللّّٰٰ َِ َٓ اٰ ز٠ِْ
ب اٌَّ َٙ  ٠َٰٰٓب٠َُّ

Artinya: wahai orang-orang yang be lriman, belrtakwalah kelpada allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang be llulm dipulngult) jika kamul orang-orang mulkmin. 

Dari ulraian ayat diatas dapat disampaikan bahwa islam melnawaran konselp 

ke lse limbangan antara tuljulan dulnia dan akhirat. Konse lp kelse limbangan ini pulla yang 

mellandasi ajaran islam telntang pe lngoptimalan pelrtulmbulhan karelna pelrtulmbu lhan 

yang ditawarkan elkonomi konvelnsional pada akhirnya me lgulndangpe lrtanyaan de lngan 

tidak elfisie lnnya distribultor pelndapatan dan dalam melmacul pe lrtulmbulhan yang 

akhirnya ke lmbali tidak se limbang
43

.dapat disimpullkan bahwa pe lrtambahan produlksi 
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dalam pelrtulmbulhan e lkonomi ini jika dilakulkan se limbang maka Pelndapatan Asli 

Dae lrah julga dapat dioptimalkan delngan baik. 

2.3 Penelitian terdahulu 

pe lnellitian ini dibulat belrdasarkan belbelrapa pelne llitian selbellulmnya, be lrikult melrulpakan para 

pe lnelliti selbe llulmnya yang te llah mellakulkan pe lne llitian melnge lnai Pe lndapatan Asli Dae lrah pada 

tabell belrikult ini: 

Tabel 2. 4 penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Tiara kencana, 

Aladin, Rosy 

armainy 

(2022) 

Pengaruh Pajak 

Daerah Dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Di Provinsi 

Bengkulu 

Pendapatan Asli daerah 

(Y) 

Pajak daerah (X1) 

Retribusi daerah (X2) 

- Pajak Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

- Retribusi daerah tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap pendapatan asli 

daerah Provinsi Bengkulu. 

2. Simon Patar 

Rizki Manalu, 

Hilman Lubis , 

Oki Prayogi 

(2023) 

Analisis Pengaruh 

Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (Pad) 

Dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pendapatan Asli daerah 

(Y1) 

Pertumbuhan ekonomi 

(Y2) 

Pajak daerah (X1) 

Retribusi daerah (X2) 

- Pajak daerah secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah.  

- Retribusi daerah secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan asli 

daerah. 

- Pajak daerah secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

- Retribusi daerah secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

- Pajak daerah dan retribusi 

daerah secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah 

(PAD). 

- Pajak Daerah dan retribusi 

daerah secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap 



28 
 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Yusuf Hafandi  

, Romandhon 

(2020) 

Pengaruh Pajak 

Daerah, Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan, 

Retribusi Daerah, dan 

Lain - Lain 

Pendapatan Daerah 

yang Sah Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Wonosobo 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

Pengaruh Pajak 

Daerah(X1) 

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan (X2) 

Retribusi Daerah (X3) 

Lain - Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah (X4) 

- - Pajak daerah berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

- Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan tidak 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.  

- Retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

- Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah merupakan 

pendapatan asli daerah. 

4. Sri Amelia 

Rizki , Ifelda 

Nengsih , 

Karmila 

Agustin 

(2021) 

Pengaruh Pajak 

Daerah Dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Lima Puluh Kota 

Pendapatan Asli daerah 

(Y) 

Pajak daerah (X1) 

Retribusi daerah (X2) 

- pajak daerah berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli 

- retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

5. Eka Kurniasari 

(2020) 

Pengaruh Pajak 

Daerah Dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Melalui 

Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah 

Sebagai Variabel 

Intervening (Studi 

pada Kabupaten / 

Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2014-

2018) 

Pendapatan asli daerah 

(Y) 

Pertumbuhan ekonomi 

daerah (Z) 

Pajak daerah (X1) 

Retrubusi daerah (X2) 

- Pajak daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pendapatan asli 

daerah. 

- Retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah. 

- Pertumbuhan ekonomi 

daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

- Pajak daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

- Retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

daerah. 

- Pertumbuhan ekonomi 
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daerah dapat memediasi 

pengaruh pajak daerah 

terhadap pendapatan asli 

daerah. 

- Pertumbuhan ekonomi 

daerah tidak dapat 

memediasi pengaruh 

retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah. 

6. Decelina firdha, 

elma muncar, 

yeni kuntari 

(2019) 

The Effect of Local 

Taxes, Retribution, 

and Regionalowned 

Enterprise Outcome 

on Local Government 

Revenues at 

Regencies/Cities in 

Central Java 

Province 

Local Government 

Revenues (Y) 

Local Taxes (X1) 

Retribution (X2) 

Regional owned 

Enterprise Outcome 

(X2) 

- Pajak Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah.  

- Retribusi Daerah tidak 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

- Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) 

mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

7. Jilan Haura 

Hanifa (2022) 

Pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi 

Daerah, Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah di Kota 

Bandung tahun 2016-

2020 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2)  

 

- Pajak Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

- Retribusi daerah tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap pendapatan asli 

daerah Provinsi Bengkulu. 

8. Nina Sakinah, 

Siti Nuridah, 

Bella Puspita 

(2023) 

Pengaruh Pajak 

Daerah Dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2017-

2022 

Keuangan Daerah (Y) 

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2)  

 

- pajak daerah secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

- retribusi daerah mempunai 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

- Pajak daerah dan retribusi 

daerah memberikan 
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pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan 

terhadap PAD 

9. Rizka Famela 

Meinanda 

(2022) 

PENGARUH 

KONTRIBUSI 

PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

TERHADAP 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD) (Studi Kasus 

Pada Bappenda Kota 

Cimahi, Tahun 

Anggaran 2015-

2019) 

Keuangan Daerah (Y) 

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2)  

 

- pajak daerah secara parsial 

berpengaruh positif 

terhadap pendapatan asli 

daerah. 

- retribusi daerah secara 

parsial berpengaruh 

negatif terhadap 

pendapatan asli daerah. 

10 Yusmalina,dkk 

(2020) 

ANALISIS 

PENGARUH PAJAK 

DAERAH DAN 

RETRIBUSI 

DAERAH 

TERHADAP 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

PADA BADAN 

PENDAPATAN 

DAERAH 

KABUPATEN 

KARIMUN 

PERIODE TAHUN 

2016-2018 

Keuangan Daerah (Y) 

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2)  

 

- pajak daerah secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

- retribusi daerah secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

11 Miswar, dkk 

(2021) 

 PENGARUH 

PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

TERHADAP 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI DI 

ACEH 

Pertumbuhan Ekonomi 

(Y) 

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2)  

 

- pajak daerah secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

- retribusi daerah secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

12 I putu Agus S, PENGARUH PAD (Y) - pajak daerah secara parsial 
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Gede Mertha S 

(2020) 

RETRIBUSI 

DAERAH DAN 

PAJAK DAERAH 

TERHADAP PAD 

DI DINAS 

PENDAPATAN 

DAERAH 

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2)  

 

berpengaruh positif 

terhadap pendapatan asli 

daerah. 

- retribusi daerah secara 

parsial berpengaruh 

negatif terhadap 

pendapatan asli daerah. 

 

2.4 Rumusan hipotesis 

2.4.1 pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

  Pajak daelrah melrulpakan iulran wajib yang be lrsifat me lmaksa yang dilakulkan olelh 

orang pribadi ataul badan kelpada daelrah be lrdasarkan Ulndang-ulndang de lngan tanpa 

imbalan selcara langsulng dan ulntulk ke lpe lntingan ke lpelrlulan daelrah bagi se lbe lsar-be lsarnya 

ke lmakmulran rakyat(DJP, 2023). Pajak melrulpakan komponeln telrpe lnting pada 

Pe lndapatan Asli Daelrah karelna kontribulsi pajak selndiri melrulpakan yang telrtinggi. 

Apabila pe lnelrimaan pajak pada tahuln te lrtelntul dapat melme lnulhi targelt maka 

pe lmbangulnan yang gulna ulntulk kelmakmulran rakyat se lbe lsar-be lsarnya akan telrwjuld, itul 

artinya pe lne lrimaan Pelndapatan Asli Dae lrah julga dapat maksimal.   

 Ste lwardship thelory me lne lkankan tanggulng jawab manajelmeln dalam melnge llola sulmbe lr 

daya pe lrulsahaan delngan me lmpe lrhatikan ke lpelntingan prinsipal / se lmula pe lmangkul 

ke lpelntingan
44

. Ke lte lrkaitan dari stelwardship thelory be lrarti melmastikan bahwa praktik 

pajak dilakulkan de lngan transparansi, e lfisielnsi, dan ke lpatulhan hulkulm. Hal ini dapat 

melningkatkan kelpe lrcayaan pulblik, melngoptimalkan pelnelrimaan pajak, dan melnghindari 

praktik pajak agrelsif yang dapat melrulgikan PAD. De lngan kata lain, stelwardship the lory 

be lrkontribulsi pada pelnge llolaan pajak yang be lrtanggulng jawab, yang pada gilirannya 

dapat melme lngarulhi PAD se lcara positif. Pada pelne llitian Delce llina firdha dkk (2019) 

melnyatakan , Pajak Dae lrah be lrpelngarulh positif dan signifikan te lrhadap Pelndapatan Asli 

Dae lrah.  

H1 = Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah 

  Re ltribulsi daelrah yaitul pulngultan daelrah se lbagai pelmbayaran atas jasa  yang 

dibelrikan dan dibelrikan olelh pelmelrintah daelrah selcara telgas ulntulk kelpe lntingan orang 

pribadi maulpuln organisasi ataul ulntu lk pe lnelrbitan izin telrtelntul(Tiara kelncana, 2022). 

Se ltellah pajak reltribulsi dae lrah melnjadi salah satul pelnyulmbang Pe lndapatan Asli Daelrah 

yang telrbe lsar. Jika  kelgiatan / pelrizinan yang dilakulkan olelh orang pribadi mapuln badan 
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banyak dilakulkan maka pelne lrimaan reltribulsi daelrah julga akan melningkat dan apabila 

pe lnelrimaan reltribulsi dapat selsulai targe lt yang te llah direlncanakan maka Pelndapatan Asli 

Dae lrah julga akan maksimal. 

  Ste lwardship thelory me lndorong manaje lmeln ulntulk melnge llola sulmbe lr daya 

pe lrulsahaan delngan e lfisieln dan be lrtanggulng jawab
 45

. Ke lte lrkaitan dari Stelwardship thelory 

yaitul pelme lrintah daelrah melmastikan bahwa praktik pelnge llolaan reltribulsi daelrah 

dilakulkan delngan transparansi, e lfisielnsi, dan ke lpatulhan hulkulm. Hal ini dapat 

melningkatkan pelne lrimaan reltribulsi daelrah, melngoptimalkan pelnggulnaan sulmbe lr daya, 

dan melmpe lrkulat kelpelrcayaan masyarakat telrhadap pe lmelrintah daelrah. De lngan de lmikian, 

ste lwardship thelory dapat belrkontribulsi pada pe lningkatan PAD me llaluli pe lnge llolaan yang 

be lrtanggulng jawab telrhadap reltribulsi daelrah. Pada pelne llitian latifull sirry (2020), 

melnyatakan reltribulsi daelrah se lcara parsial belrpelngarulh positif dan signifikan telrhadap 

pe lndapatan asli daelrah. 

H2 = Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

2.4.3 Pengaruh Pajak Daerah terhadap  Pendapatan Asli Daerah dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating  

 Pe lrtulmbulhan e lkonomi melrulpakan lajul pe lrtulmbu lhan produlksi barang ataul jasa, yang 

telrce lrmin dalam lajul pe lrtulmbulhan domelstik re lgional bru lto di su latul wilayah. Pe lrhitulngan 

dilakulkan melnggulnakan harga konstan, dan lajul pelrtulmbulhan elkonomi dibandingkan 

de lngan pe lrtulmbulhan elkonomi pelriodel se lbellulmnya. Se llain pajak daelrah dan reltribulsi 

daelrah belrpe lngarulh te lrhadap Pelndapatan Asli Dae lrah, pelrtulmbulhan elkonomi dinilai 

dapat melnjadi variabell modelrating antara pajak daelrah telrhadap Pelndaptan Asli Daelrah, 

hal ini telrlihat dari jika telrjadi pelningkatan Pe lrtulmbulhan elkonomi dapat melmpe lrkulat 

dampak positif pajak daelrah telrhadap Pe lndapatan Asli Daelrah
46

. Pada daelrah yang 

pe lrtulmbulhan elkonominya tinggi sangat melmulngkinkan ulntulk melningkatkan Pe lndapatan 

Asli Dae lrah.  

Ste lwardship thelory me lndorong manaje lmeln ulntulk melnge llola sulmbe lr daya 

pe lrulsahaan delngan e lfisie ln dan belrtanggulng jawab
47

. Yang te lrmask principal disini 

adalah, masyarakat, dan se lktor bisnis yang me lmiliki pelran dan ke lpelntingan yang 

be lragam telrkait delngan ke lbijakan pajak daelrah dimana pelne lrimaan pajak nantinya akan 

be lrpelngarulh te lrhadap Pe lndapatan Asli Daelrah, pe lrtulmbulhan e lkonomi belrfulngsi se lbagai 

variabe ll modelrating yang me lmodifikasi elfe lk hulbulngan antara pajak daelrah dan 
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Pe lndapatan Asli Daelrah. Dalam kontelks pe lngaru lh pajak telrhadap Pelndapatan Asli 

Dae lrah (PAD), ke ltika pelrtulmbulhan elkonomi belrfulngsi se lbagai variabe ll pelmode lrasi, 

pe lnelrapan stelwardship thelory be lrarti melmastikan bahwa praktik pajak dilakulkan de lngan 

transparansi, elfisielnsi, dan kelpatulhan hulkulm. Pe lrtulmbulhan elkonomi yang kulat dapat 

melmpe lrkulat dampak positif pajak telrhadap PAD, kare lna melningkatkan pelndapatan 

masyarakat dan aktivitas elkonomi selcara kelse llulrulhan. Selbaliknya, dalam situlasi 

pe lrtulmbulhan e lkonomi yang le lmah, pe lnting ulntulk me lmastikan bahwa praktik pajak te ltap 

e lfisieln dan tidak melmbelrikan be lban belrlelbihan ke lpada wajib pajak, selhingga tidak 

melnghambat pe lrtulmbulhan e lkonomi lelbih lanjult. De lngan de lmikian, stelwardship thelory 

dalam kontelks ini melmbantul melmastikan bahwa pelnge llolaan pajak melndulkulng 

pe lrtulmbulhan e lkonomi dan pada akhirnya melningkatkan PAD. Pada pe lne llitian Re lndy 

Alvaro dan Adhi Prase ltyo (2020) me lnyatakan Pelrtulmbulhan elkonomi dapat melmode lrasi 

pe lngarulh pajak daelrah telrhadap Pe lndapatan Asli Dae lrah.  

H3 = Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

2.4.4 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap  Pendapatan Asli Daerah dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating 

 Pe lrtulmbulhan elkonomi dapat dilihat dari pelningkatan produlktivitas dan pelndapatan 

pe lrkapita masing-masing pe lnduldulk. Karelna jika telrjadi pelningkatan PDRB dapat 

melmpe lrkulat dampak positif reltribulsi daelrah telrhadap Pelndapatan Asli Dae lrah, 

se lbaliknya dalam kondisi pe lrtulmbulhan e lkonom i yang me llambat dampak reltribulsi 

daelrah melmulngkinkan akan melnjadi lelbih kelcil
48

. Se llain karelna pajak daelrah dan 

re ltribuls dae lrah belrpe lngarulh te lrhadap Pelndapatan Asli Dae lrah, pelrtulmbulhan e lkonomi 

dinilai dapat melnjadi variabell modelrating antara reltribulsi daelrah telrhadap Pe lndaptan Asli 

Dae lrah, ini dapat dilihat dari jika telrjadi pelningkatan Pe lrtulmbu lhan elkonomi dapat 

melmpe lrkulat dampak positif reltribulsi dae lrah telrhadap Pe lndapatan Asli Dae lrah. Daelrah 

yang pe lrtulmbulhan elkonominya tinggi melmulngkinkan Pe lndapatan Asli Daelrah akan 

naik.  

Ste lwardship thelory me lrulpakan telori yang me lne lkankan tanggulng jawab 

manajelme ln dalam melnge llola sulmbelr daya pelrulsahaan atas nama pelmangku l ke lpelntingan 

(prinsipal), telrmasulk pe lmelgang saham, karyawan, dan masyarakat se lcara ulmulm(Ghozali, 

2007). Dalam kontelks pe lngarulh re ltribulsi te lrhadap Pelndapatan Asli Daelrah (PAD), ke ltika 

pe lrtulmbulhan elkonomi belrpe lran se lbagai variabe ll pelmodelrasi, pe lnelrapan stelwardship 

thelory be lrarti melmastikan bahwa praktik pelnge llolaan reltribulsi dilakulkan de lngan 
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transparansi, elfisielnsi, dan kelpatulhan hulkulm. Pe lrtulmbulhan elkonomi yang kulat dapat 

melningkatkan aktivitas elkonomi lokal, yang pada gilirannya dapat melningkatkan 

pe lnelrimaan reltribulsi daelrah dan PAD se lcara kelse llulrulhan. Namuln, dalam kondisi 

pe lrtulmbulhan elkonomi yang le lmah, pe lrlul dipelrhatikan agar reltribulsi tidak melmbelrikan 

be lban yang be lrle lbihan kelpada pellakul ulsaha dan masyarakat, se lhingga tidak melnghambat 

pe lrtulmbulhan e lkonomi lelbih lanjult. De lngan de lmikian, stelwardship the lory me lmbantul 

melmastikan bahwa pelnge llolaan reltribulsi melndulku lng pe lrtulmbulhan elkonomi dan pada 

akhirnya me lningkatkan PAD. Pada pe lnellitian Jaelni, Gre lg. Anggana L (2016) 

melnyatakan Pe lrtulmbulhan elkonomi dapat melmode lrasi pelngarulh re ltribulsi daelrah telrhadap 

Pe lndapatan Asli Daelrah.  

H4 = Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2.5 Kerangka berpikir 

                      H1 

H3 

 

 

  H4 

 

     H2 

 

 

Gambar 2. 1Kerangka Berpikir 

  

Pendapatan Asli Daerah 

(Y) 

Pajak Daerah (X1) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(Z) 

Retribusi Daerah (X2) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Jelnis pe lnellitian ini melnggulnakan pe lne llitian kulantitatif, pelne llitan kulantitatif yaitul sistelm 

pe lnellitian belrdasarkan sifat positivismel ulntulk melngobse lrvasi popullasi ataul sampell te lrtelntul, 

telknik pe lngambilan sampell, pe lngulmpu llan data dilakulkan delngan cara instrulme ln dan ulntu lk 

melngu lji hipote lsis yang te llah diteltapkan kajian data dilakulkan selcara statistik 
49

. Ulntulk 

melnge ltahuli selbe lrapa signifikan pelrbe ldaan kellompok ataul hulbulngan antar variabe ll yang 

ditelliti, digu lnakan pelnde lkatan kulantitatif 

3.2 Data Penelitian 

Data dalam pelnellitian ini melnggulnakan data selkulnde lr yang dikulmpullkan dan dipelrolelh 

pe lnelliti selcara tidak langsu lng. Data sekunder berupa catatan yang telah lampau atau catatan 

yang berada didalam suatu arsipan yang telah dipublikasi atau tidak dipublikasiakan, 

biasanya data sekunder diperoleh dari literatur maupun buku
50

. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder berupa laporan realisasi APBD dan data PDRB kabupaten/kota di provinsi 

Jawa Tengah yang didapat melalui situls re lsmi Badan Pulsat Statistik (BPS) dan situs resmi 

Pe ljabat Pelnge llola Informasi dan Dokme lntasi (PPID). Data u lntulk pe lne llitian ini diolah de lngan 

melnggulnakan program SPSS (Statistical Produlct and Selrvicel Solultion) ve lrsi 23 ulntulk 

pe lngolahan data statistik, julga me lnggulnakan microsoft elxce ll 2010 gulna me lnge ltahuli 

pe lrkelmbangan data ku lantitatif seltiap variabell dari tahuln kel tahuln ulntulk pe lngolahan dan 

analisis data. 

3.3 Populasi dan sampel 

3.3.1 Populasi 

Popullasi adalah sulatul wilayah u lmulm yang me lncakulp obje lk ataul sulbje lk de lngan 

kulalitas dan karaktelristik yang dite lntulkan ole lh pe lnelliti 
51

. Popu llasi yang digu lnakan 

dalam pelne llitian ini yaitu l Kabulpate ln/Kota yang ada di Provinsi Jawa Telngah pada 

tahuln 2020-2022. Total popullasi dalam pe lnellitian ini me lncakulp 35 kabulpate ln/kota 

yang ada di Jawa Telngah se llama kulruln waktul tiga tahuln. 
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3.3.2 Sampel 

Sampell me lru lpakan bagian dari selkian banyak karaktelristik yang dimiliki sulatul 

popullasi 
52

. Sampell adalah selbagian dari sulatul popullasi yang diambil delngan cara 

telrte lntul, dan melmpulnyai ciri telrtelntul, be lrbelda dan lelngkap yang dianggap dapat 

melwakili popullasi telrse lbult. Me ltodel pelngambilan sampell yang digu lnakan pada 

pe lnellitian ini yaitu l non probability sampling (non-random sampling) dan delngan 

telknik pulrposive l sampling yaitu l telknik pelnambilan sampell yang ditelntu lkan 

be lrdasarkan pelrtimbangan ataul kritelria telrtelntul. Tuljulannya adalah ulntulk melmpelrole lh 

sampell yang me lmelnulhi kritelria yang ditelntulkan. Krite lria pelmilihan sampell pada 

pe lnellitian ini selbagai belrikult: 

1. Ke lbulpate ln/kota yang ada dalam Provinsi Jawa Telngah pe lriode l 2020-2022 dan 

de lngan konsiste ln mellaporkan laporan kelulangan pada PPID. 

2. Kabulpate ln/kota yang me lmiliki data lelngkap dalam pelne llitian ini haruls me llipulti 

laporan kelulangan yang be lrakhir pada tanggan 31 de lse lsmbe lr se lrta kabulpateln/kota 

yang kosiste ln me llaporkan laporan kelulangan pada PPID se llama 3 tahuln pelngamatan. 

Tabel 3. 1 kriteria sampel 

No Kriteria Jumlah 

1.  Kabupaten/kota yang terdapat dalam  provinsi Jawa Tengah  pada 

periode 2020-2022 

35 

2.  Kabpaten/kota yang tidak konsisten melaporkan laporan 

keuangan pada PPID dan BPS periode 2020-2022 

(9) 

 Total Sampel 26 

 

 Sulmbe lr : data diolah pelnelliti (2023) 

Data sampell yang se lsulai de lngan krite lria yang te llah ditelntulkan, ada sampell 

se lbanyak 26 kabulpateln/kota. Maka julmlah data dalam pelne llitian yang dilakulkan se llama 

3 tahuln se lbanyak 26 x 3 = 78 data 
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3.4 Definisi operasional variabel penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (Y). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan penerimaan yang 

diperoleh oleh suatu daerah dari 

sumber-sumber yang terdapat di 

wilayahnya sendiri, dipungut 

sesuai dengan peraturan daerah 

dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku
53

. Sumber 

PAD terdiri dari: pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah.  

 

Pendapatan Asli Daerah 

= 
                        

                       
   x 100%

54
 

Rasio 

Pajak 

Daerah 

Menurut UndangUndang Nomor 

28 Tahun 2009 dan PP Nomor 

10 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, 

pajak adalah “kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”(Klik pajak, 

2024). 

 

Pajak Daerh  

= 
                          

                        
   x 100%

55
 

Rasio 

Retribusi Retribusi daerah merupakan 

kewajiban pembayaran yang 

Retribusi Daerah Rasio 
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Daerah harus dilakukan oleh individu 

atau badan kepada pemerintah 

daerah sebagai imbalan atas 

layanan tertentu atau izin yang 

disediakan dan / ata diberikan 

oleh otoritas pemerintah 

setempat
56

. Adapun retribusi 

memiliki tiga kategori utama, 

yakni retribusi jasa usaha, 

retribusi jasa umum, dan 

retribusi perizinan tertentu, yang 

masing-masing mengacu pada 

jenis layanan atau izin yang 

diberikan oleh pemerintah 

daerah kepada pihak yang 

bersangkutan. 

 

= 
                                     

                        
 x 100%

57
 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pengertian pertumbuhan 

ekonomi sering dibedakan 

dengan pembangunan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi berkaitan 

dengan peningkatan produksi 

barang atau jasa dalam kegiatan 

masyarakat, sementara 

pembangunan ekonomi 

memiliki makna yang 

lebihluas
58

. 

Pertmbuhan ekonomi dari PDRB 

= 
              

       
        59

 

Rasio 
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3.5 Teknik analisi data 

Dalam pelnellitian ini, meltode l analisis data yang digulnakan adalah anlisis delskriptif 

kulantitatif, yang be lrtuljulan ulntulk melnyajikan dan melnjellaskan data yang dipe lrole lh de lngan 

cara melnggambarkan apa yang se lsulai de lngan fakta yang ada
60

.  Pe lnellitian ini melnggulnakan 

telknik analisis belrulpa re lgre lsi linielr be lrganda dimana nantinya me lmbahas telntang ke ltelrkaitan 

antar variabell de lpelnde ln de lngan satul ataul le lbih variabell indelpelnde ln. 

3.5.1 Analisis statistik deskriptif 

Statistik delskriptif artinya, me lmbelrikan gambaran data de lngan me lnggulnakan 

be lrbagai parameltelr se lpe lrti nilai melan (rata-rata), standar delviasi, varians, niali 

maksimuln, nilai minimulm, sulm (julmlah), re lntang (range l), kulrtosis dan ske lwnelws 
61

. 

Dalam pelnellitian ini, telknik analisis delskriptif mellibatkan elvalulsi nilai minimulm, 

maksimulm, melan dan standar delviasi dari se ltiap  variabell. 

3.5.2 Uji asumsi klasik 

Apabila mode ll relgre lsi yang digu lnakan melme lnulhi asu lmsi dasar alanlisisre lgre lsi 

linielr, maka pelnellitian dapat dikatakan me lme lnulhiulji pelne lrimaan klasik
62

. Pe lnting 

ulntulk melngulji asulmsi klasik selbellulm melnganalisis relgre lsi be lrganda agar 

melndapatkan hasil yang akrat. Selbe llulm melngajulkan hipotelsis pe lnellitian delngan 

re lgre lsi linielr be lrganda, pelne lliti mellakulkan ulji asulmsi klasik pada data yang akan 

digulnakan, se lpe lrti belrikult: 

3.5.2.1 Uji normalitas 

Salah satul kritelria modell relgre lsi yang baik adalah re lsidulnya haru ls 

be lrdistribulsi normal. Tuljulan dari ulji normalitas adalah ulntulk me lnge ltahu li 

apakah sulatul distribulsi data normal delngan cara melmbandingkan data dalam 

distribulsi data telrse lbult delngan data yang be ldistribu lsi normal yang 

melmpulnyai me lan dan standar de lviasi yang sama de lngan data yang di u lji. 

Me ltodel yang digu lnakan u lntulk melwakili normalitas data dalam pelnellitian ini 

antra lain analisis statistik melnggulnakan ulji non-parameltik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Hasil signifikan ataul probabilitas >0,05 (5%) pada ulji KS 

melnulnju lkan bahwa relsid dapat dianggap be lrdistribulsi normal
63

. 
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3.5.2.2 Uji multikolineritas 

Ulji mulltikolinelritas ini melngacu l pada hulbulngan linielr ataul hampir 

se lmpulrna antar variabell indelpe ldeln dalam sulatul modell re lgre lsi. Mode ll re lgre lsi 

yang optimal tidak pelrlul melnulnjulkan korellasi selmpu lrna antar variabell 

indelpe lnde ln. Kole lrasi antar variabell dapat dikeltahuli delngan me lmelriksa nilai 

tolelrancel yang tinggi. Variancel Inflation Factor (VIF) digulnakan ulntu lk 

melnulnju lkan selbe lrapa belsar pelnje llasan masing-masing variabe ll indelpelnde ln 

olelh variabell indelpe lndeln lainnya Apabila nilai Tolelrancel valule l > 0,10 dan 

VIF < 10 maka tidak telrjadi mulltikoline laritas namuln jika nilai Tolelrancel 

valule l < 0,10 dan VIF > 10 maka telrjadi mulltikolinelaritas
64

 . 

3.5.2.3 Uji heteroskedastisitas 

Mode ll relgre lsi yang baik adalah yang be lrsifat homoskeldastisitas ataul 

non-he lte lroske ldastisitas. Tuljulan pelnguljian ini adalah ulntu lk melngulji apakah 

telrdapat pelrbeldaan antara relsidul obe lse lravasi yang satul de lngan obse lrvasi yang 

lain dalam mode ll relgre lsi. Ulji he lte lroske ldastisitas melnggulnakan ulji glatse lr, 

de lngan cara melre lgre lsi se llulrulh variabell indelpe lnde ln telrhadap relsidul selbgai 

variabe ll delpe lndelnnya. Jika nilai signifikansi dari sellulrulh variabe ll pelnje llas 

tidak ada signifikan selcara statistik >0.05 maka mode ll re lgre lsi dikatakan 

be lbas dari heltelroske ldastisitas
65

. 

3.5.2.4 Uji auto korelasi 

Ulji aultokore llasi digulnakan ulntulk melngulji apakah modell relgre lsi 

telrdapat korellasi antara kelsalahan pelrancu l pada pelriodel t dan kelsalahan 

pe lrancul pada pelriode l t-1 (tahuln se lbellu lmnya). Au ltokore llasi telrjadi karelna 

pe lngamatan yang be lrulrultan saling be lrkaitan satul sama lain selpanjang waktu l. 

Ke lsalahan pelrancul yang tidak dapat dipisahkan dari satul obse lrvasi kel 

obse lrvasi be lrikultnya me lrulpakan pe lrmasalahan yang dapat diatasi dalam 

modell re lgre lsi jika: 

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-taile ld) < 0,05maka tidak telrdapat geljala 

aultokorellasi. 
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2. Se lbalinya, apabila nilai Asymp.Sig (2-taileld) > 0,05 maka tidak telrdapat 

ge ljala aultokorellasi
66

. 

3.5.3 Analisis Regresi  

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis re lgre lsi be lrganda belrtuljulan ulntk melnge ltahu li pe lngarulh su latul 

variabe ll indelpe lnde ln telrhadap variabell delpe lndeln. Analisis ini digu lnkan ulntu lk 

melmpre ldiksi selcara parsial ataul simu lltan pe lngaru lh sulatul variabe ll indelpelnde ln 

telrhadap variabell de lpelnde ln.  Pe lrsamaan re lgre lsi yang digulnakan dalam 

pe lnellitian ini yaitul: 

PAD = α + β1PD + β2RD + e l 

Ke lte lrangan: 

PAD  = Pe lndapatan Asli Dae lrah 

α = Konstanta 

β = Koe lfisie ln 

PD = Pajak Daelrah 

RD = Reltribulsi Daelra 

e l = elror 

3.5.3.2 Analisi Regresi Moderasi (MRA) 

Tuljulan analisis ini adalah u lntulk melnge ltahuli apakah variabell mode lrasi 

melningkatkan ataul melnu lrnkan hulbulngan anatara variabe ll indelpe lndeln dan 

de lpelnde ln. Analisis re lgre lsi yang digu lnakan dalam pelnellitian ini mellipu lti 

re lgre lsi be lrgada modelrasi gu lna melnge ltahu li gambaran melnge lnai pelngaru lh 

Pajak Daelrah dan Reltribulsi Daelrah telrhadap Pelndapatan Asli Daelrah se lrta 

apakah variabell pelrtulmbu lhan elkonomi dapat melmodelrasi pelngarulh Pajak 

Dae lrah dan Reltribulsi Dae lrah telrhadap Pelndapatan Asli Daelrah 
67

. Pe lrsamaan 

re lgre lsi yang digulnakan dalam pelne llitian ini yaitul: 

PAD = α + β1PD + β2RD + β3PE l + β4PD.PE l + β5RD.PE l + el 
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Ke lte lrangan: 

PAD  = Pe lndapatan Asli Dae lrah 

α = Konstanta 

β = Koe lfisie ln 

PD = Pajak Daelrah 

RD = Reltribulsi Daelra 

PE l = Pe lrtulmbulhan Elkonomi 

PD.PE l = Inte lraksi antara Pajak Daelrah delngan Pe lrtulmbulhan E lkonomi 

RD.PE l = Inte lraksi antara Reltribulsi Dae lrah delngan Pe lrtulmbulhan E lkonomi 

e l = elror 

3.5.4 Uji hipotesis 

Dalam statistik, hipotelsis melru ljulk pada pe lrnyataan telntang kondisi popullasi yang 

akan diulji kelbe lnarannya de lngan me lnggulnakan data yang dipe lrolelh dari sampe ll 

pe lnellitian
68

. 

3.5.4.1 Uji statistik T 

Ulji t digu lnakan gu lna me lngulji pe lngarulh parsial antara variabell 

indelpe lnde ln dan variabell delpe lndeln. Dalam pelne llitian ini tingkat signifikasi 

diteltapkan selbe lsar 5%. Sellain itul, kritelria be lrikult digulnakan: 

1. H0 dite lrima apabila thitulng < ttabell ataul nilai sig > α  

2. H0 ditolak apabila thitulng > ttabell ataul nilai sig < α 

Apabila H0 dite lrima maka tidak akan telrjadi dampak yang, namuln jika H0 

ditolak belrarti telrdapat pelngarulh yang signifikan. Pe lne lntulan tingkat 

signifikansi melnggulnakan krite lria selbagai be lrikult : 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak yang artinya variabell 

indelpe lnde ln belrpe lngarulh te lrhadap variabell de lpelnde ln.  

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 ditelrima yang artinya variabell 

indelpe lnde ln tidak melmpulnyai pelngarulh te lrhadap variabell delpe lndeln.
69
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3.5.4.2 Uji statistik F 

Ulji F me lrulpakan ulji telrhadap koelfisieln re lgre lsi se lcara simulltan yang 

be lrtuljulan ulntulk me lnge ltahuli pe lngarulh se llulrulh variabe ll indelpe lndeln yang 

dimasulkkan dalam modell se lcara belrsama-sama (simulltan). Dalam pelne llitian 

ini ulji F digulnakan ulntulk melngulji se lcara simu lltan signifikasi Pelngarulh Pajak 

Dae lrah, Reltribulsi Daelrah dan pelrtulmbu lhan elkonomi Telrhadap Pelndapatan 

Asli Daelrah (PAD) se lcara simulltan. Hasil Fhitulng ini dibandingkan delngan 

Ftabell yang dipe lrole lh delngan melnggulnakan tingkat relsiko ataul signifikansi 5% 

de lngan kritelria selbagai be lrikult: 

1. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka hipotelsis nol dite lrima (koelfisie ln 

re lgre lsi tidak signifikan) hal ini belrarti variabell indelnpe lndeln telrse lbult tidak 

melmpu lnyai pe lngarulh yang signifikan telrhadap variabell delpe lndeln.  

2. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotelsis nol ditolak (koe lfisieln re lgre lsi 

signifikan) artinya se lcara simu lltan variabe ll indelnpe lndeln te lrse lbult 

melmpu lnyai pe lngarulh yang signifikan telrhadap variabell delpe lndeln.
70

 

3.5.4.3 Uji koefisien determinasi (R
2
) 

Koe lfisie ln De lte lrminasi (R2) digulnakan ulntulk melngulkulr se lbe lrapa baik 

sulatul variabell indelpe lnde ln mampul melnjellaskan variabell delpelnde ln. Pe lngaru lh 

antara variabell indelpe lndeln te lrhadap variabe ll delpe lndeln diulkulr de lngan 

koe lfisieln kore llasi (R): 

1. Apabila nilai R > 0,5 maka korellasi ataul pelngarulh antara variabell belbas 

telrhadap variabell telrkait adalah kulat.  

2. apabila nilai R < 0,5 maka korellasi ataul pe lngarulh antara variabell be lbas 

telrhadap variabell te lrkait adalah lelmah
71

.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran  Umum Objek Penelitian 

Obje lk dari pelne llitian ini adalah pelmelrintah kabu lpateln/kota di Provinsi Jawa Te lngah. 

Jawa Telngah adalah se lbulah provinsi yang te lrle ltak di telngah pu llaul Jawa, Indone lsia. 

Provinsi ini be lrbatasan delngan Provinsi Jawa Barat di selbellah barat, Samulde lra Hindia dan 

Dae lrah Istime lwa Yogyakarta di se lbe llah se llatan, Jawa Timulr di se lbe llah timulr dan Lau lt 

Jawa di selbellah ultara. Lulas wilayahnya adalah 32.548 km
2
, ataul se lkitar 28,94% dari lulas 

Pullau l Jawa. Selcara administratif provinsi Jawa Telngah telrdiri dari 35 kabulpateln dan kota, 

yang te lrdiri dari 29 kabulpateln dan e lnam kota. Telrdapat 545 kelcamatandi Jawa Te lngah 

de lngan 8.490 de lsa/ke llulrahan. Kabulpateln Cilacap melrulpakan wilayah te lrlulas di Provinsi 

Jawa telngah de lngan lulas wilayah  213.851 he lktar, se ldangkan kota te lrlulas di Provinsi Jawa 

Telngah adalah kota Selmarang delngan lulas wilayah 37.365 he lktar. Adapuln visi dari PPID 

Jawa Telngah adalah “Jawa Telngah be lrdikari dan selmakin se ljahtelra” (telte lp) mboteln 

koru lpsi, mboteln ngapulsi, se ldangkan misinya PPID Jawa Telngah antara lain 
72

: 

1. Me lmbangu ln masyarakat Jawa Te lngah yang re lligiu ls, tole lran dan gu lyulp ulntu lk 

melnjaga Ne lgara Ke lsatu lan Relpu lblik Indone lsia. 

2. Me lmpelrlulas re lformasi birokrasi mellaluli pe lngulatan koordinasi delngan pe lme lrintah 

kabulpateln/kota. 

3. Me lngulrangi kelmiskinan dan pelnganggulran delngan me lmpelrkulat basis e lkonomi 

rakyat dan melmbu lka rulang ulsaha baru l. 

4. Me lnjadikan rakyat Jawa Te lngah le lbih se lhat, lelbih pintar, lelbih belrbuldaya dan 

melncintai lingku lngan. 

Popullasi pe lnellitian ini melrulpakan se llulrulh Ke lbu lpateln/kota yang ada dalam Provinsi 

Jawa Telngah pe lriode l 2020-2022 dan de lngan konsiste ln me llaporkan laporan kelulangan pada 

PPID. Te lrdapat 35 kabulpateln/kota yang melnjadi popullasi dalam pelne llitian ini. De lngan 

pe lnelntulan sampell melnggulnakan te lknik pulrposive l sampling ulntulk me lndapatkan data yang 

dipelrlulkan dalam pelnellitian ini. 
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Tabel 4. 1Kriteria Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1.  Kabupaten/kota yang terdapat dalam  provinsi Jawa Tengah  pada 

periode 2020-2022 

35 

2.  Kabpaten/kota yang tidak konsisten melaporkan laporan 

keuangan pada PPID dan BPS periode 2020-2022 

(9) 

 Total Sampel 26 

 

 Sulmbe lr : data diolah pelnelliti (2023) 

 Dari tabell 4.1 dipelrolelh julmlah kabulpateln/kota yang listing pada tahuln 2020-202 

be lrjulmlah 35 kabulpateln/kota dan didapatkan 26 kabulpateln/kota yang me lmelnulhi kritelria ulntulk 

dijadikan objelk pe lnellitian delngan total 78 sampell sellama pelriode l pelne llitian. Kabulpateln/kota 

telrse lbult adalah: 

Tabel 4. 2 Daftar sampel penelitian 

No Kabupaten/Kota 

1. Kabupaten Cilacap 

2. Kabupaten Banyumas 

3. KabupatenPurbalingga 

4. Kabupaten Banjarnegara 

5. Kabupaten Purworejo 

6. Kabupaten Wonosobo 

7. Kabupaten Magelang 

8. KabupatenBoyolali 

9. KabupatenWonogiri 

10. Kabupaten Karanganyar 

11. Kabupaten Kudus 

12. Kabupaten Jepara 

13. Kabupaten Demak 
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14. Kabupaten Semarang 

15. Kabupaten Temanggung 

16. Kabupaten Kendal 

17. Kabupaten Batang 

18. Kabupaten Pekalongan 

19. Kabupaten Pemalang 

20. Kabupaten Tegal 

21. Kabupaten Brebes 

22. Kota Magelang 

23. Kota Surakarta 

24. Kota Salatiga 

25. Kota Semarang 

26. Kota Pekalongan 

 

Dari julmlah sampell yang te lrpilih selbanya 26 kabulpateln/kota dan pada pelnellitian ini 

digulnakan ulntulk obse lrvasi dalam waktul tiga tahuln maka total sampell selbanyak 78 data 

obse lrvasi. 

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik delskriptif yait melmbelrikan gambaran data mellaluli belrbagai 

parameltelr selpe lrti nilai melan, standar delviasi, maksimal, minimulm dari seltiap 

variabe ll. Tabell dibawah ini melrulpakan hasil olah data yang suldah dilakulkan 

olelh pe lne lliti dan ditampilkan selbagai be lrikult: 
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Tabel 4. 3 Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 78 11,92 76,83 32,5358 13,11511 

X2 78 1,69 10,82 5,0303 2,04548 

Y 78 10,47 51,23 20,3254 7,78122 

Z 78 -10,28 10,36 2,4626 3,54760 

Valid N (listwise) 78     

 

Sulmbe lr : SPSS 23, 2024  

Hasil tabe ll diatas yang diolah melnggu lnakan SPSS23, se lhingga dapat 

diintelrpreltasikan selbagai be lrikult: 

1. Variabell Pajak Daelrah melmiliki nilai minimulm se lbelsar 11,92 ataul se ltara 

de lngan Rp 38.088.697.585 yang dipe lrole lh kota Mage llang pada tahuln 2021 

adalah julmlah pelmbayar pajak daelrah telre lndelh yang dike llularkan olelh 

individu l/e lntitas ulntulk me lmbayar pajak yang dibayarkan ke lpada pe lmelrintah 

daelrah dan nilai maksimal selbe lsar 76,83 ataul se ltara delngan Rp 

1.956.226.658.076 yang dipe lrole lh kota Se lmarang pada tahuln 2022 adalah 

julmlah pelmbayar pajak daelrah telrtinggi yang dike llularkan olelh individul/e lntitas 

ulntulk melmbayar pajak yang dibayarkan ke lpada pelmelrintah daelrah. Nilai rata-

rata pajak daelrah se lbe lsar 32,5358 dan nilai standar delviasasi se lbe lsar 

13,11511.  

2. Variabell Reltribulsi Daelrah melmiliki nilai minimulm selbe lsar 1,69 ataul se ltara 

de lngan Rp 8.653.396.564 yang dipe lrolelh kabulpateln Karanganyar pada tahuln 

2022 adalah julmlah pelmbayar re ltribulsi dae lrah telrelnde lh yang dike llularkan olelh 

individu l/e lntitas ulntulk me lmbayar re ltribulsi yang dibayarkan ke lpada pe lme lrintah 

daelrah dan nilai maksimal se lbelsar 10,82 ataul se ltara delngan Rp46.513.877.526 

yang dipe lrole lh kota Sulrakarta pada tahuln 2020 adalah julmlah pelmbayar 

re ltribulsi dae lrah telrtinggi yang dike llularkan olelh individul/e lntitas ulntulk 

melmbayar re ltribulsi yang dibayarkan ke lpada pe lmelrintah daelrah. Nilai rata-rata 

pajak daelrah se lbelsar 5,0303 dan nilai standar delviasasi se lbe lsar 2,04548.  

3. Variabell Pelndapatan Asli Daelrah melmiliki nilai minimulm selbe lsar 10,47 ataul 

se ltara delngan Rp 241.300.072.883 yang dipelrole lh kabulpateln Wonogiri pada 

tahuln 2021 adalah julmlah pelne lrimaan PAD te lre lnde lh yang didapatkan olelh 

pe lmelrintah daelrah dari pelne lrimaan sulmbe lr-sulmbe lr PAD dan nilai maksimal 

se lbe lsar 51,23 ataul seltara delngan Rp 2.545.991.747.658 yang dipe lrolelh kota 
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Sulrakarta pada tahuln 2020 adalah julmlah pe lnelrimaan PAD te lrtinggi yang 

didapatkan olelh pe lmelrintah daelrah dari pe lnelrimaan sulmbelr-sulmbe lr PAD. 

Nilai rata-rata Pelndapatan Asli Daelrah se lbelsar 20,3254 dan nilai standar 

de lviasasi se lbe lsar 7,78122. 

4. Variabell pelrtulmbulhan elkonomi melmiliki nilai minimulm se lbelsar -10,28 yang 

dipelrole lh kabulpateln Cilacap pada tahuln 2020 adalah nilai pelrulmbulhan 

e lkonomi telrelndah hal ini dikarelnakan adanya covid-19 dan nilai maksimal 

se lbe lsar 10,36 yang dipe lrole lh kota Banyulmas pada tahuln 2022 adalah nilai 

pe lrtulmbulhan elkonomi telrtinggi se lte llah adanya covid-19. Nilai rata-rata 

Pe lndapatan Asli Daelrah se lbelsar 2,4626 dan nilai standar delviasasi se lbelsar 

3,54760. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Salah satul kritelria modell relgre lsi yang baik adalah haruls melmiliki nilai 

re lsidulal yang be lrdistribu lsi normal. Tulju lan dari u lji normalitas adalah ulntulk 

melnge ltahuli apakah sulatul distribulsi normal delngan me lmbandingkan data 

dalam distribulsi telrse lbult delngan data belrdistribulsi normal yang me lmpulnyai 

melan dan standar delviasi yang sama de lngan data yang akan diulji. Meltodel 

yang digulnakan u lntulk melwakili normalitas data dalam pelne llitian ini antara 

lain analisis statistik melnggulnakan ulji non-parame ltik Kolmogorov-Smirnov 

(K-S). Hasil signifikan ataul probabilitas >0,05 (5%) ulntulk ulji KS me lnulnju lkan 

bahwa relsidulal dapat dianggap be lrdistribulsi normal. 

Tabel 4. 4 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 78 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,85517721 

Most Extreme Differences Absolute ,075 

Positive ,075 

Negative -,061 

Test Statistic ,075 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: SPSS23, 2024 

Dari hasil olah data diatas melnulnjulkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-taileld) 

be lrnilai selbe lsar 0,200 nilai telrse lbult melmiliki arti yaitul nilai Asymp.Sig (2-

taileld) se lbe lsar 0,200 > 0,05 delngan be lgitul, nilai telrse lbult melmbulktikan bahwa 

data belrdistribulsi se lcara normal.  

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Ulji mulltikolinelaritas ini melngacul pada hulbulngan linie lr ataul hampir 

se lmpulrna antar variabell indelpelnde ln dalam sulatul modell relgre lsi. Mode ll relgre lsi 

yang optimal se lharulsnya tidak pe lrlul me lmulnjulkan kolelrasi se lmpulrna antar 

variabe ll indelpelnde ln. Kole lrasi antar variabe ll dapat dikeltahuli de lngan 

melme lriksa nilai tolelransi yang tinggi. Faktor informasi varians (VIF) 

dulgulnakan u lntulk me lnu lnjulkan se lbe lrapa belsar pe lnjellasan masing-masing  

variabe ll indelpelnde ln dijellaskanolelh variabe ll indelpelnde ln lainnya. Apabila nilai 

tolelrancel valule l >0,10 dan VIF <10 maka tidak telrjadi mulltikolinelaritas namuln 

jika nilai tolelrancel valule l <0,10 dan VIF >10 maka telrjadi mulltikolinelaritas. 

Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Modell 

Collinelarity Statistics 

Tolelrancel VIF 

1 X1 ,864 1,157 

X2 ,876 1,142 

Z ,985 1,015 

a. Delpelndelnt Variablel: Y 

Sulmbe lr: SPSS23, 2024 

Dari hasil olah data diatas dipelrolah hasil bahwa nilai tolelrancel dari 

variabe ll pajak daelrah, reltribulsi daelrah dan pelrtulmbulhan elkonomi melmiliki 

nilai > 0,100 dan nilai Variancel Inflation Factor (VIF) dari variabell pajak 

daelrah, re ltribulsi daelrah dan pe lrtulmbulhan e lkonomi melmiliki nilai < 10,00 

melngindikasikan tidak telrjadi mulltikolinelaritas. 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Mode ll re lgre lsi yang baik adalah yang be lrsifat homoskeldastisitas ataul non-

he ltelroske ldastisitas. Tuljulan pelnguljian ini adalah gu lna melngulji apakah telrdapat 

pe lrbeldaan antara relsidul obse lrvasi yang satu l delngan obse lrvasi yang lain dalam 

modell re lgre lsi. Ulji helte lroske ldastisitas melnggulnakan uli glatse lr, de lngan 
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mellakulkan relgre lsikan sellulrulh variabell inde lpelnde ln telrhadap relsidul absolult 

re lsidulal selbgai variabe ll delpe lnde lnnya. Jika nilai signifikansi dari sellu lrulh 

variabe ll pelnjellas tidak ada signifikan se lcara statistik >0.05 maka modell 

re lgre lsi dikatakan belbas dati heltelroske ldastisitas. 

Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,858 ,340  2,521 ,014 

X1 ,012 ,010 ,152 1,247 ,216 

X2 ,038 ,039 ,119 ,985 ,328 

Z ,012 ,035 ,040 ,351 ,727 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

          Sulmbe lr: SPSS23, 2024 

Dari hasil olah data diatas melnje llaskan bahwa nilai dari variabell pajak 

daelrah melnulnjulkan hasil 0,216 , variabe ll reltribulsi daelrah 0,328 , variabell 

pe lrtulmbulhan e lkonomi selbe lsar 0,727 jadi dapat diambil kelsimpullan dari 

se llulrulh variabell me lulnjulkan hasil > 0,05 artinya variabe ll pada pelnellitian ini 

telrbe lbas dari ulji heltelroske ldastisitas. 

4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Ulji aulto kore llasi digulnaan ulntulk melngulji apakah modell relgre lsi te lrdapat 

kolelrasi antara kelsalahan pelnganggu l pada pelriode l t dan kelsalahan 

pe lngganggul pada pe lriod t-1 (tahuln se lbe llulmnya). Apabila nilai Asymp.Sig. 

(2-taileld) < 0,05maka telrdapat geljala aultokorellasi. Selbalinya, apabila nilai 

Asymp.Sig (2-taile ld) > 0,05 maka tidak telrdapat ge ljala aultokorellasi 
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Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 ,67549 

Cases < Test Value 39 

Cases >= Test Value 39 

Total Cases 78 

Number of Runs 35 

Z -1,140 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,254 

a. Median 

 

Sulmbe lr: SPSS23, 2024 

Pada oultpult ruln telst diatas telrlihat bahwa nilai tels 0,67549 

se ldangkan nilai probabilitasnya adalah 0,254. Nilai telrse lbult me lmiliki arti 

bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,254 > dari 0,05 itul melncelrminkan 

bahwa modell relgre lsi tidak telrjadi aultokore llasi. 

4.2.3 Analisis Regresi  

4.2.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis re lgre lsi be lrganda be lrtuljulan ulntk melnge ltahuli pelngarulh dari 

variabe ll indelpelnde ln telrhadap variabell de lpelnde ln analisis ini digulnkan 

ulntulk melmpreldiksi pelngaulh satul variabe ll belbas telrhadap satul variabell 

telrgantulng baik se lcara parsial maulpuln simulltan. Analisis ini digulnakan 

ulntulk melngide lntifikasi pelngarulh antara variabell Pajak Daelrah dan 

Re ltribulsi Dae lrah telrhadap PAD. 

Tabel 4. 8 Hasil Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,530 ,597  31,056 ,000   

X1 ,397 ,018 ,684 22,620 ,000 ,877 1,141 

X2 -2,213 ,069 -,968 -32,008 ,000 ,877 1,141 

 Sumber: SPSS23, 2024 
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   Dari hasil olah data pelnellitian diatas yang disajikan pada tabell 

se lhingga dipe lrolah pelrsamaan relgre lsi yang te lrbe lntulk dibawah ini: 

PAD = 18,530 + 0,397 PD – 2,213 RD 

Pe lrsamaan relgre lsi diatas, maka bisa diintelrpre ltasikan selbagai belrikult: 

1. Nilai konstanta selbe lsar 18,530 melncelrminkan bahwa jika variabell pajak 

daelrah, re ltribulsi dae lrah dianggap me lmiliki nilai nol selhingga PAD akan 

be lrnilai konstan delngan nilai 18,530. 

2. Be lsarnya nilai koelfisieln relgre lsi pajak daelrah (X1) selbe lsar 0,397 yang 

be lrarti bahwa apabila pajak daelrah melningkat se lbe lsar satul pelrse ln maka 

dapat melnye lbabkan pelningkatan PAD se lbsar 0,397 de lngan anggapan 

variabe ll lain belrnilai nol. Koe lfisieln positif melmiliki arti telrjadi hulbulngan 

posistif antara pajak daelrah de lngan PAD. 

3. Be lsarnya nilai koelfisieln relgre lsi re ltribulsi daelrah (X2) selbe lsar -2,213 yang 

be lrarti bahwa apabila reltribulsi daelrah melningkat se lbe lsar satul pelrse ln 

maka dapat melnye lbabkan pe lnulrulnan PAD se lbsar -2,213 de lngan 

anggapan variabe ll lain belrnilai nol. Koe lfisieln ne lgatif  melmiliki arti 

telrjadi hulbulngan ne lgatif antara reltribulsi daelrah de lngan PAD 

4.2.3.2 Analisis MRA 

Analisis ini be lrtuljulan ulntulk melne lntkan apakah variabell 

modelrating akan melningkatkan ataul melnulrulnkan ke ltelrkaitan antara 

variabe ll indelpe lnde ln dan variabell delpe lndeln. Analisis re lgre lsi yang 

digu lnakan dalam pelne llitian ini adalah relgre lsi belrganda de lngan mode lrateld 

re lgre lsion analysis (MRA) ulntulk me lnge ltahuli gambaran melnge lnai 

pe lngarulh Pajak Daelrah dan Reltribulsi Daelrah telrhadap Pelndapatan Asli 

Dae lrah selrta apakah variabell pelrtulmbulhan e lkonomi mampul melmodelrasi 

pe lngarulh  Pajak Daelrah dan Reltribu lsi Daelrah telrhadap Pelndapatan Asli 

Dae lrah. 
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Tabel 4. 9 Hasil Uji MRA 

 

Sulmbe lr: SPSS23, 2024 

Dari hasil olah data pelnellitian diatas yang disajikan pada tabell 

se lhingga dipe lrolah pelrsamaan relgre lsi yang te lrbe lntulk dibawah ini: 

Y = 18,333 + 0,409 X1 -2,331 X2 – 0,006 X1Z + 0,125 X2Z 

Pe lrsamaan relgre lsi diatas, maka bisa diintelrpre ltasikan selbagai belrikult: 

1. Nilai konstanta se lbelsar 18,333 me lnce lrminkan bahwa jika variabell 

indelpe lnde ln (pajak daelrah, reltribulsi daelrah dan intelraksi antara 

variabe ll modelrasi delngan variabe ll indelpe lndeln) dianggap me lmiliki 

nilai nol selhingga PAD akan melningkat se lbe lsar 18,530. 

2. Be lsarnya nilai koelfisie ln relgre lsi pajak dae lrah (X1) se lbe lsar 0,409 yang 

be lrarti bahwa apabila pajak daelrah melningkat se lbe lsar satul pe lrse ln 

maka dapat melnye lbabkan pe lningkatan PAD se lbsar 0,409. 

3. Be lsarnya nilai koelfisie ln relgre lsi re ltribulsi daelrah (X2) se lbelsar -2,331  

yang be lrarti bahwa apabila reltribulsi daelrah melningkat se lbe lsar satul 

pe lrse ln maka dapat melnye lbabkan pelnulrulnan PAD se lbsar -2,331. 

4. Be lsarnya nilai koe lfisieln re lgre lsi intelraksi antara paajak daelrah delngan 

pe lrtulmbulhan elkonomi se lbe lsar -0,006 yang be lrarti bahwa delngan 

adanya inte lraksi antara pelrtulmbulhan e lkonomi delngan pajak daelrah 

maka PAD akan me lngalami pelnu lrulnan se lbe lsar -0,006. 

5. Be lsarnya nilai koe lfisieln re lgre lsi inte lraksi antara reltribulsi daelrah 

de lngan pe lrtulmbulhan e lkonomi selbe lsar 0,125 yang be lrarti bahwa 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,333 ,600  30,564 ,000   

X1 ,409 ,020 ,704 20,966 ,000 ,510 1,962 

X2 -2,331 ,065 -1,020 -36,020 ,000 ,718 1,393 

Z -,254 ,169 -,116 -1,499 ,138 ,096 10,367 

X1Z -,006 ,005 -,109 -1,361 ,178 ,090 11,105 

X2Z ,125 ,024 ,304 5,173 ,000 ,167 6,000 

a. Dependent Variable: Y 
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de lngan adanya inte lraksi antara pelrtulmbulhan elkonomi delngan 

re ltribulsi dae lrah maka PAD akan me lngalami pelningkatan se lbe lsar 

0,125. 

4.2.4 Uji Hipotesis 

4.2.4.1 Uji T 

Ulji parsial (Ulji T) belrfulngsi ulntulk melnulnjulkan selbe lrapa jaulh 

pe lngarulh satul variabell pelnjellas indelpelnde ln (belbas) selcara individulal 

dalam melnelrangkan variasi variabe ll delpelnde ln (telrikat). Ulji T digulnakan 

ulntulk melnge ltahuli pe lngarulh variabell inde lpelnde ln yaitul Pajak Dae lrah, 

re ltribulsi Daelrah dan Pelrtulmbulhan elkonomi telrhadap variabell delpelnde ln 

yaitu l PAD  se lcara parsial (satul pe lr satu l). 

Tabel 4. 10 Uji T Parsial 

Coeffcients
a 

 

Sulmbe lr: SPSS23, 2024  

Pe lmaparan diatas melrulpakan hasil pelngolahan data ulntulk ulji T 

se lhingga dapat diulraikan belrikult ini: 

5. Pe lngarulh pajak daelrah telrhadap PAD  

Dari olah data diatas bahwa variabell pajak dae lrah melmpulnyai nilai 

t hitulng 20,966 > nilai t tabell selbe lsar 1,665996 (sig α = 0,05 dan df = n-

k, yaitul 78-5= 73) de lngan ulnstandardize ld coe lffisielnts β se lbelsar 0,409 

dan tingkat dignifikan 0,000 < dari 0,05 maka h1 ditelrima. Hal ini belrarti 

pajak daelrah belrpelngarulh dositif dan signifikan telrhadap PAD. De lngan 

de lmikian hipotelsis pe lrtama yang me lnyatakan pajak daelrah belrpe lngarulh 

positif dan signifikan telrhadap PAD te lrbulkti/ditelrima. 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,333 ,600  30,564 ,000 

X1 ,409 ,020 ,704 20,966 ,000 

X2 -2,331 ,065 -1,020 -36,020 ,000 

Z -,254 ,169 -,116 -1,499 ,138 

X1Z -,006 ,005 -,109 -1,361 ,178 

X2Z ,125 ,024 ,304 5,173 ,000 
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6. Pe lngarulh re ltribulsi daelrah telrhadap PAD 

Dari olah data diatas bahwa variabell reltribulsi daelrah melmpulnyai 

nilai t hitulng -36,020 < nilai t tabell selbe lsar 1,665996 (sig α = 0,05 dan 

df = n-k, yaitul 78-5= 73) de lngan ulnstandardize ld coelffisielnts β se lbe lsar 

-2,331 dan tingkat dignifikan 0,000 < dari 0,05 maka h2 ditolak. Hal 

ini belrarti reltribulsi dae lrah belrpe lngarulh ne lgatif  dan signifikan te lrhadap 

PAD. De lngan de lmikian hipotelsis ke ldula yang me lnyatakan re ltribulsi 

daelrah be lrpelngarulh positif dan signifikan telrhadap PAD ditolak. 

7. Pe lrtulmbulhan e lkonomi melmode lrasi hulbulngan 

antara pajak daelrah telrhadap PAD 

Be lrdasarkan hasil ulji analitik/MRA pada tabell diatas melnulnu lkan 

bahwa variabell mode lrasi X1Z me lmpulnyai nilai t hitulng se lbe lsar -

1,361 < 1,665996 delngan ulnstandardize ld coelffisielnts β selbe lsar -

0,006 dan tingkat signifikansi 0,178 > 0,05 maka hipotelsis ini ditolak. 

Hal ini me lnulnjulkan bahwa variabe ll pelrtulmbulhan e lkonomi bulkan 

melrpakan variabell yang mampu l me lmodelrasi hu lbulngan antara pajak 

daelrah telrhadap PAD. Ole lh karelna itul hipotelsis ke ltiga  yang diaju lkan 

dalam pelne llitian ini tidak telrbulkti/ditolak. 

8. Pe lrtulmbulhan e lkonomi melmode lrasi hulbulngan 

antara reltribulsi dae lrah telrhadap PAD 

Be lrdasarkan hasil ulji analitik/MRA pada tabell diatas melnulnu lkan 

bahwa variabe ll modelrasi X2Z me lmpulnyai nilai t hitulng se lbe lsar 5,173 

> 1,665996 delngan ulnstandardize ld coe lffisielnts β se lbelsar 0,125 dan 

tingkat signifikansi 0,000< 0,05 maka hipotelsis ini ditelrima. Hal ini 

melnulnjulkan bahwa variabell pelrtulmbulhan elkonomi melrpakan variabell 

modelrasi yang me lmpelrkulat hulbu lngan antara reltribulsi daelrah telrhadap 

PAD. Ole lh karelna itul hipotelsis ke lelmpat  yang diajulkan dalam 

pe lnellitian ini ditelrima. 

4.2.4.2 Uji F Simultan 

Pe lnguljian signifikansi simulltan (ulji F) digulnakan ulntulk melngulji 

apakah selmula variabell indelpe lndeln (belbas) yang dimasulkkan dalam modell 

re lgre lsi se lcara be lrsama-sama melmiliki pe lngarulh te lrhadap variabell 

de lpelnde ln (telrikat). Ulji F digulnakan ulntulk melnge ltahu li pelngarulh variabell 

indelpe lnde ln yaitul Pajak daelrah, Reltribulsi Dae lrah dan Pelrtulmbulhan 
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e lkonomi telrhadap variabell delpe lnde ln yaitul PAD se lcara simulltan (belrsama-

sama).  

Tabel 4. 11 Uji F Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4469,112 5 893,822 333,387 ,000
b
 

Residual 193,034 72 2,681   

Total 4662,146 77    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1Z, X2, X1, X2Z, Z 

 

Sulmbe lr: SPSS23 2024 

Hasil ulji simulltan pada tabell diatas melnulnjulkan nilai f hitulng 

se lbe lsar 333,387 delngan probabilitas 0,000  < 0,05. Hal ini belrarti bahwa 

variabe ll pajak daelrah, reltribulsi daelrah, pelrtulmbulhan elkonomi, X1Z, X2Z 

se lcara belrsama-sama ataul simulltan melmpe lngarulhi PAD . 

4.2.4.3 Uji R
2
 Determinasi 

Koe lfisie ln de ltelrminasi (adjulsteld R2 ) pada intinya me lngu lkulr 

se lbe lrapa jaulh ke lmampulan modell dalam melne lrangkan variasi variabe ll 

de lpelnde ln. Hasil dari ulji koe lfisieln de lte lrminasi (adjulste ld R2 ) dalam 

pe lnellitian ini adalah selbagai be lrikult: 

Tabel 4. 12 Uji R Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,979
a
 ,959 ,956 1,63739 

a. Predictors: (Constant), X2Z, X1, X2, Z, X1Z 

     

Sulmbe lr: SPSS23, 2024 

Dari tabell olah data diatas bahwa adjulsteld R sqularel melmiliki nilai 

0,956 yang me lmiliki arti bahwa pajak daelrah, reltribulsi daelrah, 

pe lrtulmbulhan elkonomi, intelraksi pajak daelrah de lngan pe lrtulmbulhan 

e lkonomi, dan intelraksi reltribulsi daelrah delngan pe lrtulmbulhan elkonomi 

mampul me lmpelngarulhi PAD se lbe lsar 95,6% dan sisanya se lbe lsar 4,4% 

dipelngarulhi ole lh variabell lain. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Be lrdasarkan pe lngjian diatas, maka dilaku lkannya analisis re lgre lsi ini de lngan maksu ld 

ulntu lk melnganalisis pelngarulh pajak daelrah dan reltribu lsi daelrah telrhadap pelndapatan asli 

daelrah de lngan pe lrtu lmbulhan e lkonomi selbagai mode lrasi pada pelmelrintah kabpateln/kota 

di provinsi Jawa Te lngah tahu ln 2020-2022. Be lrikult ini melrulpakan hasil pelnguljian pada 

variabe ll indelpelnde ln telrhadap variabell delpe lndeln julga de lngan kaitan variabell modelrasi. 

1) Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada pelne llitian ini melmiliki hasil nilai sig se lbe lsar 0,000 hasil telrse lbult lelbih kelcil 

dari nilai signifikansi yang te llah ditelntulkan selbe lsar 0,05, se llain dari pelrhitulngan 

signfikansi hasil telrse lbult dapat dilihat mellaluli t-hitulng yang dibandingkan de lngan 

hasil nilai t-tabell, jika nilai t-hitulng le lbih belsar dibandingkan t-tabell maka hasil 

telrse lbult dapat dikatakan bahwa variabell telrse lbult be lrpelngarulh signifikan, be lgitulpulla 

se lbaliknya jika hasil t-hitulng le lbih ke lcil dari t-tabell maka dapat dikatakan bahwa 

variabe ll telrse lbu lt melndapatkan hasil tidak be lrpelngarulh signifikan. Pada variabell pajak 

daelrah melndapatkan hasil thitulng se lbelsar 20,966  dan ttabell se lbelsar 1,665996 lelbih belsar 

dari 0,05 maka dapat dilihat thitulng lelbih belsar dibandingkan ttabell Maka dapat 

diintelrprelstasikan bahwa variabell pajak daelrah X1 belrpe lngarulh positif signifikan 

telrhadap PAD (Y). 

Pajak daelrah adalah pajak yang dipu lngult se lcara wajib olelh orang pe lrse lorangan 

ataul organisasi kelpada daelrah tanpa imbalan selcara langsulng be lrdasarkan ulndang-

ulndang dan dimaksuldkan ulntulk melmbelri manfaat bagi ke lbultulhan masyarakat dan 

se lbe lsar-be lsarnya ke lse ljahtelraan warganya. Dalam pelne llitian ini pajak daelrah 

melmbe lrikan dampak positif  telrhadap PAD. Se lmakin banyak Pajak Dae lrah yang 

ditelrima maka selmakin belsar pe lndapatan pe lnelrimaan PAD. 

Be lrdasarkan telori ste lwardship bahwa pe lmelrintah daelrah be lrtanggulng jawab 

dalam pelnge llolan kelulangan pulblik dan melmanfaatkan sulmbe lr daya se lcara elfe lktif 

yang digulnakan ulntulk ke lpelntingan masyarakat. Pelmelrintah (stelward) haruls 

melmastikan bahwa praktik pajak dilakulkan delngan transparansi, elfisielnsi, dan 

ke lpatulhan hulku lm. Hal ini dapat melningkatkan kelpelrcayaan pulblik, melngoptimalkan 

pe lnelrimaan pajak, dan melnghindari praktik pajak agrelsif yang dapat melrulgikan PAD. 

Apabila pe lmelrintah dalm pelnge llolaan pajak daelrah dilakulkan de lngan pe lnulh 

tanggulng jawab akan dapat melmpe lngarulhi PAD se lcara positif. Pelne llitian ini selsulai 

de lngan pe lne llitian Delcellina firdha, dkk (2019)yang me lnye lbultkan bahwa pajak daelrah 

be lrpelngarulh positif dan signifikan telrhadap PAD 

2) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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Pada pelne llitian ini melmiliki hasil nilai sig se lbe lsar 0,000 hasil telrse lbult lelbih kelcil 

dari nilai signifikansi yang te llah ditelntulkan selbe lsar 0,05, se llain dari pelrhitulngan 

signfikansi hasil telrse lbult dapat dilihat mellaluli t-hitulng yang dibandingkan de lngan 

hasil nilai t-tabell, jika nilai t-hitulng le lbih belsar dibandingkan t-tabell maka hasil 

telrse lbult dapat dikatakan bahwa variabell telrse lbult be lrpelngarulh signifikan, be lgitulpulla 

se lbaliknya jika hasil t-hitulng le lbih ke lcil dari t-tabell maka dapat dikatakan bahwa 

variabe ll telrse lbu lt melndapatkan hasil tidak belrpe lngarulh signifikan. Pada variabell 

re ltribulsi dae lrah melndapatkan hasil thitulng se lbe lsar -36,020 dan ttabell se lbe lsar 1,665996 

lelbih be lsar dari 0,05 maka dapat dilihat thitulng lelbih kelcil dibandingkan ttabell Maka 

dapat diintelrpre lstasikan bahwa variabell re ltribulsi daelrah X2 belrpe lngarulh ne lgatif dan 

signifikan telrhadap PAD (Y). 

 Re ltribulsi daelrah yaitul pulngultan daelrah se lbagai pelmbayaran me lnge lnai jasa ataul 

pe lmbelrian izin telrtelntul yang khulsuls dise ldiakan dan dibelrikan dari pelmelrintah daelrah 

ulntulk kelpe lntingan orang pribadi maulpuln badan. Hasil diatas melmbulktikan bahwa 

re ltribulsi daelrah belrpe lngaru lh ne lgatif dan signifikan te lrhadap PAD. Pe lningkatan 

re ltribulsi darah bellulm dapat melmbe lrikan dampak positif te lrhadap pelnelrimaan PAD. 

Padahal reltribulsi daelrah melru lpakan pelnyalu lr u ltama seltellah pajak daelrah dalam 

PAD. Namu ln pe lne lrimaan reltribu lsi daelrah di provinsi Jawa Te lngah rata-rata bellulm 

dapat melningkatkan PAD. Kondisi ini dise lbabkan olelh be lbelrapa faktor selpe lrti bellulm 

optimalnya pe lnge llolaan PAD, tingkat pe lmahaman dan kelsadaran masyarakat se lrta 

wajib reltribulsi yang masih se ldikit. 

Ste lwardship thelory me lndorong manaje lmeln ulntulk melnge llola sulmbe lr daya 

pe lrulsahaan delngan e lfisieln dan be lrtanggulng jawab. Pe lme lrintah daelrah se llaku l 

ste lward melmastikan bahwa praktik pelnge llolaan reltribulsi dae lrah dilakulkan delngan 

transparansi, elfisielnsi, dan kelpatulhan hulku lm. Hal ini dapat melningkatkan 

pe lnelrimaan reltribulsi daelrah, melngoptimalkan pelnggulnaan sulmbe lr daya, dan 

melmpe lrkulat kelpe lrcayaan masyarakat telrhadap pelmelrintah daelrah. Namuln dalam 

pe llaksanaannya se ljaulh ini bellulm ada kelrjasama yang baik antara masyarakat dan 

pe lmelrintah. Kontribulsi re ltribulsi dae lrah dapat melmbelrikan pelngarulh ne lgatif dan 

signifikan te lrhadap PAD kondisi ini se ljalan de lngan pe lne llitian I pultul Aguls & Ge ldel 

Me lrtha (2020) yang me lnyatakan bahwa re ltribulsi dae lrah belrpe lngarulh ne lgatif dan 

signifikan telrhadap pelndapatan asli daelrah. 
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3) Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan 

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi 

Pada pelne llitian ini nilai signifikansi selbe lsar 0,178 hasil telrse lbult lelbih belsar dari 

nilai signifikansi yang te llah ditelntulkan se lbelsar 0,05, hal ini dapat dipe lriksa tidak 

hanya de lngan me lnghitu lng signifikansi hasil, namuln ju lga de lngan me lmbandingkan 

hasil nilai t-tabell, apabila nilai t-hitu lng le lbih be lsar dari t-tabell maka hasilnya dapat 

dikatakan bahwa variabell telrse lbult belrpe lngarulh signifikan, se lbaliknya jika hasil t-

hitulng le lbih kelcil dari t-tabell maka dapat dikatakan bahwa variabell telrse lbult 

melndapatkan hasil tidak belrpelngarulh signifikan. Pada variabell reltribulsi daelrah 

melndapatkan hasil thitulng se lbelsar -1,361dan ttabell se lbelsar 1,665996 lelbih be lsar dari 

0,05 maka dapat dilihat thitulng lelbih ke lcil dibandingkan ttabell Maka dapat 

diintelrprelstasikan bahwa variabell pelrtulmbulhan elkonomi bulkan melrpakan variabell 

yang mampul melmodelrasi hulbulngan antara pajak daelrah telrhadap PAD. 

Pe lrtulmbulhan e lkonomi melru lpakan lajul pe lrtulmbulhan produlksi barang ataul jasa, 

yang telrce lrmin dalam dari lajul pe lrtulmbulhan domelstik relgional brulto di sulatul daelrah. 

Pe lrhitulngan dilakulkan belrdasarkan harga konstan, dan lajul pe lrtulmbulhan elkonomi 

dibandingkan delngan pe lrtulmbulhan elkonomi pelriode l selbe llulmnya. Dalam pelne llitian 

ini pelrtulmbulhan elkonomi tidak mampul me lmodelrasi pelngarulh pajak daelrah telrhadap 

PAD. Dalam hal ini te lrjadi analisis re lgre lsi modell preldictor yang artinya variabe ll 

modelrasi ini hanya be lrpe lran se lbagai variabe ll preldiktor dalam hulbulngan yang 

dibelntulk. Hal ini dapat diselbabkan olelh be lbrapa faktor selpe lrti tingkat elfisie lnsi dalam 

pe lngulmpullan pajak dan tingkat ke lpatulhan pajak olelh wajib pajak dapat be lrpe lran 

lelbih pe lnting dibandingkan pe lrtulmbulhan e lkonomi. Hal ini dapat dilihat be lrdasarkan 

arah koelfisie ln relgre lsi intelraksi pajak daelrah dan pelrtulmbulhan elkonomi yang ne lgatif 

be lrarti pelrtulmbu lhan e lkonomi tidak dapat me lmodelrasi pe lngaru lh pajak dae lrah 

telrhadap Pe lndapatan Asli Dae lrah. 

 Ste lwardship thelory me lndorong manaje lmeln ulntulk melnge llola sulmbe lr daya 

pe lrulsahaan delngan e lfisieln dan belrtanggulng jawab. pelne lrapan stelwardship thelory 

dalam pelne llitian ini belrarti melmastikan bahwa praktik pajak dilakulkan delngan 

transparansi, elfisielnsi, dan ke lpatulhan hulkulm. dalam situlasi pe lrtulmbulhan e lkonomi 

yang le lmah, pelnting ulntulk melmastikan bahwa praktik pajak teltap elfisieln dan tidak 

melmbe lrikan belban be lrlelbihan kelpada wajib pajak, selhingga tidak melnghambat 

pe lrtulmbulhan elkonomi lelbih lanjult. Pe lrtulmbulhan elkonomi tidak dapat melmode lrasi 



60 
 

pe lngarulh Pajak daelrah telrhadap PAD. Hal ini artinya me lskipu ln pe lrtulmbulhan 

e lkonomi naik tidak melmpe lngaru lhi tinggi re lndahnya pe lne lrimaan pajak daelrah. 

Kondisi ini se ljalan delngan pe lne llitian yang dilakulkan olelh Jelni dkk (2016) yang 

melnyatakan pe lrtulmbulhan elkonomi tidak dapat me lmode lrasi hulbulngan pajak daelrah 

telrhadap PAD 

4) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan 

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi 

Pada pelne llitian ini melmiliki hasil nilai sig se lbe lsar 0,000 hasil te lrse lbult lelbih 

ke lcil dari nilai signifikansi yang te llah ditelntulkan selbe lsar 0,05, sellain dari 

pe lrhitulngan signfikansi hasil te lrse lbult dapat dilihat mellaluli t-hitulng yang 

dibandingkan delngan hasil nilai t-tabe ll, jika nilai t-hitulng le lbih be lsar 

dibandingkan t-tabell maka hasil telrse lbult dapat dikatakan bahwa variabell te lrselbult 

be lrpelngarulh signifikan, be lgitulpulla se lbaliknya jika hasil t-hitu lng le lbih ke lcil dari t-

tabell maka dapat dikatakan bahwa variabell telrse lbult melndapatkan hasil tidak 

be lrpelngarulh signifikan. Pada variabell intelraksi pajak daelrah delngan pe lrtulmbulhan 

e lkonomi melndapatkan hasil thitulng se lbe lsar 5,173dan ttabell se lbe lsar 1,665996 lelbih 

be lsar dari 0,05 maka dapat dilihat thitulng lelbih belsar dibandingkan ttabell Maka dapat 

diintelrprelstasikan bahwa variabell pelrulmbu lhan elkonomi melrpakan variabell 

modelrasi yang me lmpelrkulat hulbulngan antara reltribulsi daelrah telrhadap PAD. 

Pe lrtulmbulhan elkonomi dapat dilihat dari pelningkatan produlktivitas dan 

pe lndapatan pelrkapita masing-masing pe lnduldulk. Kare lna jika telrjadi pelningkatan 

PDRB dapat melmpe lrkulat dampak positif reltribulsi daelrah telrhadap Pelndapatan 

Asli Dae lrah. Hasil dari pe lnellitian ini melnye lbu ltkan bahwa pe lrtulmbulhan elkonomi 

dapat melmodelrasi hulbulngan antara reltribulsi daelah telrhadap PAD. Artinya se ltiap 

pe lningkatan dalam pelrtulmbulhan elkonomi akan melmpelrkulat hasil reltribulsi 

daelrah. De lngan pe lnge llolaan pelme lrintah yang maksimal maka akan me lmbu lat 

PAD yang dite lrima selmakin melningkat. 

Ste lwardship thelory me lrulpakan telori yang me lne lkankan tanggulng jawab 

manajelme ln dalam melnge llola sulmbelr daya pe lrulsahaan atas nama pelmangku l 

ke lpelntingan (prinsipal), telrmasulk pe lmelgang saham, karyawan, dan masyarakat 

se lcara ulmulm. Pe lrtulmbulhan elkonomi yang kulat dapat melningkatkan aktivitas 

e lkonomi lokal, yang pada gilirannya dapat melningkatkan pe lnelrimaan reltribulsi 

daelrah dan PAD se lcara ke lse llulrulhan. Hal ini seljalan delngan pe lne llitian yang 

dilakulkan olelh Jaelni, Gre lg. Anggana L (2016) me lnyatakan Pe lrtulmbu lhan 
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e lkonomi dapat melmodelrasi yang me lmpe lrkulat pelngarulh re ltribulsi dae lrah telrhadap 

Pe lndapatan Asli Daelrah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pe lne llitian ini belrtuljulan ulntulk melne lliti pe lngarulh diatas delngan Pe lngarulh Pajak Daelrah 

dan Reltribulsi Daelrah Telrhadap Pelndapatan Asli Dae lrah delngan Pe lrtulmbulhan E lkonomi 

Se lbagai Variabell Modelrating. Objelk dalam pelnellitian ini adlah kabulpateln/kota yang ada 

dalam Provinsi Jawa Telngah pe lriode l 2020-2022. De lngan me lnggulnakan te lknik pulrposive l 

sampling, didapat seljulmlah 26 kabulpateln/kota yang se lsulai de lngan kritelria, ke lmuldian 

dikalikan sellama 3 tahuln se lhingga me lndapatkan hasil obelse lrvasi pe lne llitian se ljulmlah 78  

data. Belrdasarkan hasil pelnellitia yang te llah dilakulkan, maka dipelrole lh kelsimpullan se lbagai 

be lrikult: 

1. Hasil pe lrhitulngan pada variabe ll Pajak Daelrah melmiliki hasil pelne llitian mellaluli 

pe lnghitu lngan ulji t melmiliki pelngaru lh yang signifikan telrhadap PAD de lngan me lmpe lrolelh 

nilai thitulng  20,966 hasil telrse lbult le lbih be lsar dari ttabell 1,665 dan nilai signifikansi 

melmpe lrolelh hasil 0,000 lelbih kelcil dari 0,05. Maka variabe ll pajak daelrah belrpelngaru lh 

positif dan signifikan te lrhadap Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) kabu lpateln/kota di 

Provinsi Jawa Telngah tahu ln 2020-2022 dan dapat dijellaskan bahwa rulmulsan hipotelsis H1 

ditelrima. 

2. Hasil pe lrhitulngan pada variabe ll Reltribulsi Dae lrah melmiliki hasil pe lnellitian me llaluli 

pe lnghitu lngan ulji t tidak melmiliki pelngarulh yang signifikan telrhadap PAD de lngan 

melmpe lrolelh nilai thitulng  -36,020 hasil te lrse lbult lelbih kelcil dari ttabell 1,665 dan nilai 

signifikansi me lmpelrolelh hasil 0,000 le lbih ke lcil dari 0,05. Maka variabe ll reltribulsi daelrah 

be lrpelngarulh ne lgatif dan signifikan te lrhadap Pe lndapatan Asli Dae lrah (PAD) 

kabu lpateln/kota di Provinsi Jawa Te lngah tahuln 2020-2022 dan dapat dijellaskan bahwa 

rulmu lsan hipotelsis H2  ditolak. 

3. Hasil pe lrhitulngan pada variabell intelraksi pajak daelrah dan pelrtulmbulhan elkonomi 

melmiliki hasil pelne llitian mellaluli pe lnghitulngan u lji t tidak melmiliki pelngarulh yang 

signifikan te lrhadap PAD de lngan me lmpe lrolelh nilai thitulng  -1,361 hasil te lrse lbult lelbih ke lcil 

dari ttabell 1,665 dan nilai signifikansi me lmpe lrolelh hasil 0,178 lelbih belsar dari 0,05. Maka 

variabe ll pelrtulmbulhan elkonomi bulkan variabell yang mampu l melmode lrasi hulbulngan pajak 

daelrah telrhadap Pelndapatan Asli Dae lrah (PAD) kabu lpateln/kota di Provinsi Jawa Te lngah 

tahuln 2020-2022 dan dapat dijellaskan bahwa ru lmulsan hipotelsis H3  ditolak. 

4. Hasil pe lrhitulngan pada variabell intelraksi reltribulsi daelrah dan pelrtulmbulhan elkonomi 

melmiliki hasil pelnellitian mellaluli pelnghitu lngan ulji t  melmiliki pelngaru lh yang signifikan 
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telrhadap PAD de lngan me lmpelrolelh nilai thitulng  5,173 hasil telrse lbult lelbih belsar dari ttabell 

1,665 dan nilai signifikansi me lmpe lrolelh hasil 0,000 lelbih belsar dari 0,05. Maka variabe ll 

pe lrtulmbulhan elkonomi melrulpakan variabell modelrasi yang mampu l melmpelrkulat 

hulbu lngan retribusi daelrah telrhadap Pelndapatan Asli Dae lrah (PAD) kabu lpate ln/kota di 

Provinsi Jawa Telngah tahu ln 2020-2022 dan dapat dijellaskan bahwa rulmulsan hipotelsis H4 

ditelrima. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam  pelnellitian ini telrnyata melmiliki belbe lrapa keltelrbatasan dalam melnelliti yang dapat 

dipelrhatikan selbagai belrikult: 

1. Pe lne llitian ini melmiliki data telrbatas yaitul kabulpateln/kota di Provinsi Jawa Telngah tahuln 

2020-2022 

2. Pada pelne llitian ini hanya telrpakul pada satul cara pelngulkulran variabe ll selhingga hasil yang 

diharapkan tidak selsulai de lngan hipotelsis yang te llah dibulat. 

3. Pada pelne llitian ini telrdapat pada tahuln pe lgamatan dimana dalam pelne llitian ini hanya 

melngambil 3 tahuln pe lngamatan pada tahuln 2020-2022.   

5.3 Saran  

Be lrdasarkan hasil pelnellitian ini, saran yang dapat dibe lrikan pelne lliti adalah selbagai be lrikult: 

1. Bagi Pe lme lrintah 

a. Hasil dari pelne llitian melnulnjulkkan bahwa pelne lrapan pajak daelrah melmiliki dampak 

positif telrhadap pelndapatan asli daelrah. Ulntulk melmpelrkulat hal ini, dipelrlulkan ulpaya 

lelbih lanjult mellaluli sosialisasi yang lelbih intelnsif kelpada masyarakat ulntulk 

melningkatkan ke lpatulhan dalam melmbayar pajak. Sellain itul, dipelrlulkan se lntralisasi 

program aplikasi pelrpajakan dan pelningkatan koordinasi administrasi ulntulk 

melningkatkan e lfisielnsi.  

b. Hasil dari pelne llitian melnulnjulkkan bahwa reltribulsi dae lrah tidak melmiliki dampak 

telrhadap pelndapatan asli daelrah. Olelh karelna itul, disarankan agar pelme lrintah 

mellakulkan elvalulasi yang le lbih me lndalam telrhadap pelre lncanaan reltribulsi daelrah 

telrkait pelndanaan pelnye ldiaan layanan re ltribulsi, pe lne lntulan tarif, pelngawasan, dan 

aspe lk lainnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat agar ke lsadaran dalam me lmatulhi kelwajiban dan hak selbagai wajib pajak 

dan wajib reltribu lsi se lmakin melningkat, masyarakat pelrlul le lbih disiplin. Delngan 

de lmikian, pelne lrimaan dari pajak dan reltribulsi daelrah dapat ditingkatkan, yang nantinya 

akan digulnakan ulntulk melningkatkan kelse ljahtelraan belrsama. 



64 
 

 

3. Bagi Pe lne llit Sellanjultnya 

a. Pe lne lliti sellanjultnya diharapkan dapat me lnggulnakan pelriode l tahuln yang le lbih barul 

se lhingga pe lnellitian lelbih ulpdatel delngan latar bellakang pelne llitian yang de lkat delngan 

masalah yang diangkat dalam pelne llitian telrse lbult.  

b. Pada pelne llitian sellanjultnya yang ingin me lnelliti delngan topik yang se lrulpa diharapkan 

dapat melnambah variabell yang barul se lhingga me lndapatkan hasil yang be lrbe lda dari 

se lbe llulmnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Data PAD, Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

No tahun kota PAD PD Pajak Retribusi 

1 2020 Cilacap  591.343.787.160 3.152.420.455.712 203.188.563.271 18.969.873.119 

2 2021 Cilacap  793.133.833.863 3.334.300.290.655 221.377.109.179 18.619.623.089 

3 2022 Cilacap  700.428.762.449 3.293.132.139.343 280.277.331.102 19.813.134.112 

4 2020 Banyumas 668.211.148.299 3.330.186.788.242 208.624.349.832 23.711.587.937 

5 2021 Banyumas 761.991.440.173 3.487.722.900.410 222.525.782.288 23.687.898.823 

6 2022 Banyumas 822.685.992.141 3.426.408.181.663 267.236.064.377 26.130.786.681 

7 2020 Purbalingga 313.618.688.781 1.952.749.301.274 58.829.669.048 11.072.934.345 

8 2021 Purbalingga 377.882.022.370 2.054.843.644.547 61.714.017.788 12.305.071.421 

9 2022 Purbalingga 285.220.904.000 2.020.295.478.000 60.501.110.000 13.778.461.000 

10 2020 Banjarnegara 238.638.994.321 1.994.604.106.561 55.447.395.349 16.589.489.104 

11 2021 Banjarnegara 313.830.623.336 2.086.059.742.520 58.925.075.927 23.289.655.400 

12 2022 Banjarnegara 289.405.831.000 2.104.392.063.000 68.953.500.000 27.541.475.000 

13 2020   Purworejo 304.800.202.905 2.166.947.747.648 74.189.987.143 12.221.391.126 

14 2021   Purworejo 438.264.776.270 2.290.242.967.778 84.227.368.780 16.783.324.784 

15 2022   Purworejo 330.274.511.807 2.185.997.980.026 100.654.070.739 18.591.092.668 

16 2020 Wonosobo  251.724.091.045 1.878.995.666.418 43.412.050.525 6.794.153.214 

17 2021 Wonosobo  341.992.014.750 1.970.027.529.101 52.821.463.370 11.497.820.206 

18 2022 Wonosobo  230.186.767.694 1.934.230.518.694 49.150.000.000 10.575.978.480 

19 2020 Kab Magelang  329.769.193.224 2.380.457.680.604 115.530.759.532 27.049.700.014 

20 2021 Kab Magelang  329.769.193.224 2.469.504.315.099 120.093.411.768 21.156.190.869 

21 2022 Kab Magelang  432.690.933.480 2.557.741.165.229 169.682.578.756 18.954.731.758 

22 2020 boyolali 451.543.582.894 2.382.403.220.150 140.732.284.319 17.102.684.753 

23 2021 boyolali 514.970.001.433 2.430.235.208.977 151.265.664.242 22.651.350.993 

24 2022 boyolali 444.693.170.145 2.372.372.551.015 174.630.769.977 15.867.931.007 

25 2020 Wonogiri 274.293.129.950 2.273.678.538.635 56.734.659.918 18.644.558.321 

26 2021 Wonogiri 241.300.072.883 2.303.564.898.937 60.798.581.925 15.622.667.438 

27 2022 Wonogiri 332.811.150.760 2.262.263.891.811 70.068.172.089 15.123.205.938 

28 2020 Karanganyar 384.682.993.533 2.121.386.179.225 176.873.002.208 13.878.450.821 

29 2021 Karanganyar 426.649.591.411 2.165.983.748.571 194.996.239.464 11.091.427.282 

30 2022 Karanganyar 511.734.454.173 2.251.537.259.148 225.008.130.128 8.653.396.564 

31 2020 Kudus 383.892.971.961 2.016.176.986.239 126.240.575.956 18.494.546.780 

32 2021 Kudus 507.167.074.775 2.163.634.437.714 148.636.888.496 25.982.223.385 

33 2022 Kudus 412.612.343.109 2.072.666.999.383 167.448.269.394 24.105.792.404 

34 2020 Jepara 419.363.320.517 2.315.260.399.485 136.847.783.040 18.060.237.903 

35 2021 Jepara 408.635.274.883 2.380.695.935.358 170.338.793.994 22.109.554.775 

36 2022 Jepara 427.516.690.043 2.326.937.014.364 178.235.495.904 20.810.761.031 

37 2020 Demak 439.694.424.385 2.333.457.996.798 152.910.867.519 27.262.659.979 

38 2021 Demak 445.010.135.308 2.305.974.117.012 156.868.000.000 24.607.605.500 

39 2022 Demak 477.198.401.098 2.402.717.869.623 187.735.572.043 27.535.629.554 

40 2020 Kab. Semarang 442.528.167.477 2.211.273.524.265 184.428.753.182 30.448.038.637 

41 2021 Kab. Semarang 575.748.297.606 2.417.282.770.158 189.487.753.117 27.703.514.027 

42 2022 Kab. Semarang 480.302.999.649 2.337.453.499.457 222.457.249.841 38.302.473.886 
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43 2020 Temanggung 307.488.084.365 1.830.848.453.347 47.887.604.813 8.436.169.882 

44 2021 Temanggung 363.128.342.571 1.971.005.990.029 52.832.020.942 9.400.033.763 

45 2022 Temanggung 308.705.886.109 1.895.483.914.078 74.191.559.232 9.643.158.066 

46 2020 Kendal 356.753.593.703 2.131.449.784.048 134.446.651.120 20.001.377.327 

47 2021 Kendal 439.197.987.791 2.300.543.641.945 163.518.117.660 21.726.989.052 

48 2022 Kendal 437.899.634.626 2.265.353.924.689 219.755.209.493 23.513.544.932 

49 2020 Batang 257.422.866.095 1.733.087.893.276 80.127.474.719 15.820.320.564 

50 2021 Batang 322.789.372.917 1.821.822.580.994 108.435.863.155 16.163.677.602 

51 2022 Batang 300.965.726.271 1.821.822.580.994 129.078.191.268 22.354.240.158 

52 2020 Kab. Pekalongan 341.901.469.549 2.061.798.474.096 74.247.139.876 12.726.930.534 

53 2021 Kab. Pekalongan 346.599.468.113 2.078.543.512.922 83.272.776.486 11.265.026.978 

54 2022 Kab. Pekalongan 342.971.185.262 2.074.624.015.396 110.344.250.965 23.996.596.969 

55 2020 Pemalang 328.353.248.698 2.449.008.577.285 80.569.759.532 31.403.033.411 

56 2021 Pemalang 365.393.902.790 2.605.029.836.438 88.731.761.139 28.569.342.183 

57 2022 Pemalang 349.130.621.188 2.493.418.191.423 99.603.957.485 32.332.497.074 

58 2020 Kab Tegal 439.931.567.174 2.651.771.838.697 125.236.006.697 19.290.694.924 

59 2021 Kab Tegal 591.004.284.312 2.862.559.366.052 143.617.868.928 20.911.507.338 

60 2022 Kab Tegal 531.150.278.017 2.743.700.525.563 173.244.165.906 27.253.704.944 

61 2020 Brebes 392.545.003.546 3.008.467.380.234 108.613.189.681 15.467.594.652 

62 2021 Brebes 518.511.128.704 3.162.140.424.371 124.425.548.718 16.112.505.734 

63 2022 Brebes 419.395.415.995 2.989.821.990.874 150.321.269.360 19.577.537.040 

64 2020 Kota Magelang 290.756.816.510 946.188.761.537 35.985.686.531 5.319.316.332 

65 2021 Kota Magelang 319.391.277.825 994.366.987.776 38.088.697.585 6.255.220.022 

66 2022 Kota Magelang 377.367.945.305 985.763.798.066 50.527.714.269 7.569.084.765 

67 2020 Kota Surakarta 429.776.208.640 1.831.319.373.387 279.273.759.740 46.513.877.526 

68 2021 Kota Surakarta 560.579.997.086 1.939.268.856.769 315.917.760.826 51.526.850.967 

69 2022 Kota Surakarta 647.440.585.331 2.028.438.691.045 408.526.805.553 60.959.392.370 

70 2020 Kota Salatiga 219.539.400.332 890.223.683.933 54.374.473.089 9.296.946.836 

71 2021 Kota Salatiga 280.684.937.797 946.191.087.524 65.041.971.971 14.978.515.080 

72 2022 Kota Salatiga 240.959.878.632 918.353.779.916 75.518.553.026 11.326.091.045 

73 2020 Kota Semarang 2.024.537.808.307 4.400.500.838.280 1.425.695.913.644 88.681.866.360 

74 2021 Kota Semarang 2.385.944.758.477 4.822.887.281.737 1.445.171.299.551 96.448.844.019 

75 2022 Kota Semarang 2.545.991.747.658 4.969.436.543.013 1.956.226.658.076 101.044.938.813 

76 2020 Kota Pekalongan 229.867.935.360 953.155.394.614 76.255.221.742 14.870.124.919 

77 2021 Kota Pekalongan 252.037.004.472 966.372.557.051 87.382.426.252 14.748.214.704 

78 2022 Kota Pekalongan 263.475.949.166 989.013.074.926 101.303.223.640 19.088.524.378 

 

Rumus PAD =  
                        

                     
   x 100% 

Rumus Pajak Daerah = 
                          

                       
   x 100% 

Rumus Retribusi Daerah = 
                                     

                                  
 x 100% 
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Lampiran 2: Data Pertumbuhan Ekonomi  

No kota 2019 2020 2021 2022 

1 cilacap 100.327,30 90.011,59 91.944,59 96.657,54 

2 banyumas 53.948,88 53.682,11 56.919,81 62.817,30 

3 purbalingga 17.387,61 17.128,88 17.731,43 18.691,01 

4 banjarnegara 15.246,86 15.045,89 15.536,48 16.359,10 

5 purworejo 18.657,37 18.646,49 19.602,72 21.352,54 

6 wonosobo 13.793,04 13.566,18 14.064,76 14.477,50 

7 kab magelang 23.253,15 22.865,15 23.661,71 24.953,20 

8 boyolali 22.681,10 22.409,73 23.447,36 24.931,30 

9 wonogiri 20.856,30 20.563,14 21.251,16 22.448,63 

10 karanganyar 26.599,75 26.103,22 27.034,10 28.620,00 

11 kudus 73.241,78 70.964,72 69.872,22 71.433,35 

12 jepara 21.384,29 20.973,09 21.944,23 23.249,85 

13 demak 18.417,01 18.374,56 18.856,41 19.846,43 

14 kab semarang 35.638,97 34.688,03 35.948,87 37.858,00 

15 temanggung 15.214,05 14.890,75 15.387,93 16.187,37 

16 kendal 30.916,39 30.449,02 31.632,28 33.431,36 

17 batang 15.226,79 15.031,09 15.764,27 16.705,00 

18 kab pekalongan 16.356,35 16.047,51 16.615,06 17.463,41 

19 pemalang 18.267,20 18.155,60 18.933,20 19.895,23 

20 kab tegal 24.861,50 24.492,62 25.401,91 26.707,00 

21 Brebes 32.847,87 32.693,09 33.533,32 35.415,00 

22 kota magelang 6.470,53 6.312,05 6.513,90 6.889,45 

23 kota surakarta 35.441,10 34.816,00 36.211,24 38.457,98 

24 kota salatiga 9.666,44 9.503,71 9.822,00 10.365,31 

25 kota semarang 140.199,51 137.602,00 144.704,58 152.999,37 

26 kota pekalongan     7.477,42 7.337,83 7.601,48 8.039,45 

 

Rumus = 
              

       
        

 

Lampiran 3: Tabulasi Variabel Penelitian 

No Kode Tahun PAD Pajak Retribusi PE 

1 cilacap 2020 34,36 3,21 18,75 -10,28 

2 cilacap 2021 27,91 2,34 23,78 2,14 

3 cilacap 2022 40,01 2,82 21,26 5,12 

4 banyumas 2020 31,22 3,54 20,06 -0,49 

5 banyumas 2021 29,21 3,11 21,84 6,03 

6 banyumas 2022 32,48 3,17 24,01 10,36 

7 purbalingga 2020 18,75 3,53 16,06 -1,48 

8 purbalingga 2021 16,33 3,25 18,38 3,51 

9 purbalingga 2022 21,21 4,83 14,11 5,41 

10 banjarnegara 2020 23,23 6,95 11,96 -1,31 
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11 banjarnegara 2021 18,77 7,42 15,04 3,26 

12 banjarnegara 2022 23,82 9,51 13,75 5,29 

13 purworejo 2020 24,34 4,01 14,06 -0,05 

14 purworejo 2021 19,21 3,82 19,13 5,12 

15 purworejo 2022 30,47 5,62 15,11 8,92 

16 wonosobo 2020 17,24 2,69 13,39 -1,64 

17 wonosobo 2021 15,44 3,36 17,35 3,67 

18 wonosobo 2022 21,35 4,59 11,91 2,93 

19 kab magelang 2020 35,03 8,21 13,85 -1,66 

20 kab magelang 2021 36,41 6,41 13,35 3,48 

21 kab magelang 2022 39,25 4,38 16,91 5,45 

22 boyolali 2020  18,95 3,78 18,95 -1,19 

23 boyolali 2021 29,37 4,39 21,19 4,63 

24 boyolali 2022 39,26 3,56 18,74 6,32 

25 wonogiri 2020 20,68 6,79 12,06 -1,41 

26 wonogiri 2021 25,19 6,47 10,47 3,34 

27 wonogiri 2022 21,05 4,54 14,71 5,63 

28 karanganyar 2020 45,97 3,61 18,13 -1,86 

29 karanganyar 2021 45,71 2,59 19,69 3,56 

30 karanganyar 2022 43,96 1,69 22,72 5,86 

31 kudus 2020 32,88 4,81 19,04 -3,11 

32 kudus 2021 29,31 5,12 23,44 -1,53 

33 kudus 2022 40,58 5,84 19,91 2,23 

34 jepara 2020 32,63 5,31 18,11 -1,92 

35 jepara 2021 41,68 5,41 17,16 4,63 

36 jepara 2022 41,69 4,86 18,37 5,94 

37 demak 2020 34,77 6,21 18,84 -0,23 

38 demak 2021 35,25 5,52 19,29 2,62 

39 demak 2022 39,34 5,77 19,86 5,25 

40 kab semarang 2020 41,67 6,88 20,01 -2,66 

41 kab semarang 2021 32,91 4,81 23,81 3,63 

42 kab semarang 2022 46,31 7,97 20,54 5,31 

43 temanggung 2020 15,57 2,74 16,79 -2,12 

44 temanggung 2021 14,54 2,58 18,24 3,33 

45 temanggung 2022 24,03 3,12 16,28 5,19 

46 kendal 2020 37,68 5,61 16,73 -1,51 

47 kendal 2021 37,23 4,94 19,09 3,88 

48 kendal 2022 50,18 5,36 19,33 5,68 

49 batang 2020 31,12 6,14 14,85 -1,28 

50 batang 2021 33,59 5,01 17,71 4,87 

51 batang 2022 42,88 7,42 16,52 5,96 

52 kab pekalongan 2020 21,71 3,72 16,58 -1,88 

53 kab pekalongan 2021 24,02 3,25 16,67 3,53 

54 kab pekalongan 2022 32,17 6,99 16,53 5,11 

55 pemalang 2020 24,53 9,56 13,41 -0,61 

56 pemalang 2021 24,28 7,81 14,02 4,28 
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57 pemalang 2022 28,52 9,26 14,01 5,08 

58 kab tegal 2020 28,46 4,38 16,59 -1,48 

59 kab tegal 2021 24,31 3,53 20,64 3,71 

60 kab tegal 2022 32,61 5,13 19,35 5,13 

61 Brebes 2020 27,66 3,94 13,04 -0,47 

62 Brebes 2021 23,99 3,11 16,39 2,57 

63 Brebes 2022 35,84 4,66 14,02 5,61 

64 kota magelang 2020 12,37 1,82 30,72 -2,44 

65 kota magelang 2021 11,92 1,95 32,12 3,19 

66 kota magelang 2022 13,38 2,01 38,28 5,76 

67 kota surakarta 2020 64,98 10,82 23,46 -1,76 

68 kota surakarta 2021 56,35 9,19 28,91 4,01 

69 kota surakarta 2022 63,09 9,41 31,91 6,2 

70 kota salatiga 2020 24,76 4,23 24,66 -1,68 

71 kota salatiga 2021 23,17 5,33 29,66 3,34 

72 kota salatiga 2022 31,34 4,71 26,23 5,53 

73 kota semarang 2020 70,42 4,38 46,01 -1,85 

74 kota semarang 2021 60,57 4,04 49,47 5,16 

75 kota semarang 2022 76,83 3,96 51,23 5,73 

76 kota pekalongan     2020 33,17 6,46 24,11 -1,86 

77 kota pekalongan     2021 34,67 5,85 26,08 3,59 

78 kota pekalongan     2022 38,44 7,24 26,64 5,76 

 

Lampiran 4: Analisi Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 78 11,92 76,83 32,5358 13,11511 

X2 78 1,69 10,82 5,0303 2,04548 

Y 78 10,47 51,23 20,3254 7,78122 

Z 78 -10,28 10,36 2,4626 3,54760 

Valid N (listwise) 78     

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Lampiran 5: Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 78 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,85517721 

Most Extreme Differences Absolute ,075 

Positive ,075 

Negative -,061 

Test Statistic ,075 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Lampiran 6: Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 ,864 1,157 

X2 ,876 1,142 

Z ,985 1,015 

a. Dependent Variable: Y 

 

Lampiran 7:Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,858 ,340  2,521 ,014 

X1 ,012 ,010 ,152 1,247 ,216 

X2 ,038 ,039 ,119 ,985 ,328 

Z ,012 ,035 ,040 ,351 ,727 

a. Dependent Variable: abs_res 
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Lampiran 8: Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 ,67549 

Cases < Test Value 39 

Cases >= Test Value 39 

Total Cases 78 

Number of Runs 35 

Z -1,140 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,254 

a. Median 

 

Lampiran 9: Uji Regresi Linier Berganda 

 

Lampiran 10:  Uji MRA 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,530 ,597  31,056 ,000   

X1 ,397 ,018 ,684 22,620 ,000 ,877 1,141 

X2 -2,213 ,069 -,968 -32,008 ,000 ,877 1,141 

a. Dependent Variable: Y 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,333 ,600  30,564 ,000   

X1 ,409 ,020 ,704 20,966 ,000 ,510 1,962 

X2 -2,331 ,065 -1,020 -36,020 ,000 ,718 1,393 

Z -,254 ,169 -,116 -1,499 ,138 ,096 10,367 

X1Z -,006 ,005 -,109 -1,361 ,178 ,090 11,105 

X2Z ,125 ,024 ,304 5,173 ,000 ,167 6,000 

a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 11: Uji T 

 

Lampiran 12: Uji F Simultan  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4469,112 5 893,822 333,387 ,000
b
 

Residual 193,034 72 2,681   

Total 4662,146 77    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1Z, X2, X1, X2Z, Z 

 

Lampiran 13: Uji R
2
 Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,979
a
 ,959 ,956 1,63739 

a. Predictors: (Constant), X2Z, X1, X2, Z, X1Z 

  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,333 ,600  30,564 ,000 

X1 ,409 ,020 ,704 20,966 ,000 

X2 -2,331 ,065 -1,020 -36,020 ,000 

Z -,254 ,169 -,116 -1,499 ,138 

X1Z -,006 ,005 -,109 -1,361 ,178 

X2Z ,125 ,024 ,304 5,173 ,000 
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